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Muh. Yusuf Syahruddin (B 111 13 704), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Turut Serta Dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan 
Keterangan  Palsu Ke Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan 
Nomor : 1661/Pid.B/2014/PN.Mks), dibawah bimbingan Bapak 
Muhadar sebagai Pembimbing I dan Ibu Haeranah sebagai Pembibing 
II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
terhadap turut serta dalam tindak pidana menyuruh menempatkan 
keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam perkara putusan nomor 
1611/Pid.B/2014/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 
1611/Pid.B/2014/PN.Mks. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi 
Selatan, tepatnya dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu dengan mengambil salinan 
dari putusan mengenai masalah tindak pidana menyuruh menempatkan 
keterangan palsu ke dalam akta autentik dan mengadakan wawancara 
langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu dengan hakim yang 
menangani perkara dalam kasus ini. Selain itu, penulis juga melakukan 
studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur dan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah 
yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penerapan hukum 
pidana Pasal 266 ayat (1)  terhadap tindak pidana materiil pada putusan 
No. 1611/Pid.B/2014/PN.MKS tentang memberi keterangan palsu ke 
dalam akta autentik tidak tepat, karena fakta-fakta dipersidangan 
menunjukkan adanya unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur jika 
pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian sedangkan pada 
faktanya penggunaan akta autentik itu tidak memberikan kerugian yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 2). Pertimbangan Hakim dalam 
memutus perkara putusan No. 1611/Pid.B/2014/PN.MKS dinilai penulis 





Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA 
MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM 
AKTA AUTENTIK. 
Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian 
studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) bagian 
Hukum Pidana program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami 
kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan 
pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini 
dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan. 
Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta 
Ayahanda Saliruddin dan Ibunda Syahribulan dengan penuh ketulusan, 
kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya 
memberikan semangat serta nasihat kepada Penulis dalam menimba ilmu 
pengetahuan. Pencapaian Penulis tidak lepas dari keberadaan kedua 
orang tua Penulis yang senantiasa memberikan Doa dan dukungannya.  
viii 
 
 Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu 
Dr.Hj.Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih 
atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan 
untuk penulis. 
2. Bapak Prof. Dr Andi Muhammad Sofyan,S.H., M.H, Bapak Prof. 
Dr. Slamet Sampurno,S.H.,M.H.,DFM, Bapak Dr. Amir Ilyas, 
S.H.,M.H selaku penguji, terima kasih atas masukan dan saran-
sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini. 
3. Segenap Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada 
penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
4. Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Univeristas 
Hasanuddin yang telah memberikan masukan kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Saudara-saudara KKN Gel. 93 Kab. Bantaeng Kec. Bissappu 
terkhusus teman posko Desa Bonto Salluang, terima kasih atas 
support dan kerjasamanya selama KKN dan sampai sekarang. 
6. Teman-teman seperjuangan “ASAS 2013” terima kasih penulis 
ucapkan telah banyak persaudaraan, ilmu, kebersamaan, dan 
ix 
 
pengalaman yang tidak akan terlupakan. ASAS, Hidupkan 
Kebersamaan ! 
7. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi 
tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga segala 
bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan 
yang setimpal dari Allah SWT. 
Terima kasih sebesar-besarnya terkhususkan kepada Sri 
Hardyanti Baharuddin, kekasih Penulis yang telah membantu dalam 
pengerjaan tugas akhir ini, memberikan motivasi, dan menemani suka 
duka penulis dalam penyusunan hingga tugas akhir ini selesai. Tanpamu 
penyusunan tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Terima 
kasih telah membantu banyak dalam penyusunan tugas akhir ini. 
Penulis sadari bahwa dalam skripsi ini masih begitu banyak 
kekurangan , oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan 
saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. 
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan 
datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca 
pada umumnya. 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
Makassar, Februari 2017 
 
 





HALAMAN JUDUL .............................................................................. i 
PENGESAHAN SKRIPSI......................................................................ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………. iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI...................................iv 
ABSTRAK.............................................................................................v 
KATA PENGANTAR.............................................................................vi 
DAFTAR ISI……………………………………………………………...… ix 
 
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 
A. Latar Belakang ......................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah ................................................................... 4 
C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 5 
D. Manfaat Penilitan ..................................................................... 5 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 6 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis ..................................................... 6 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .................................. 6 
1. Pengertian Tindak Pidana ................................................... 6 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .............................................. 11 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana ................................................. 14 
C. Tinjauan Umum Akta Autentik ................................................ 21 
1. Pengertian Akta Autentik .................................................. 21 
2. Jenis-jenis Akta...................................................................23 
3. Syarat-syarat Akta Autentik.................................................24 
4. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik...……………………...26 
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan ........................... 31 
1. Pengertian Pemalsuan ...................................................... 31 
2. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu................................34 
3. Jenis-Jenis Pemalsuan ..................................................... 37 
xi 
 
4. Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu.......................38 
E. Tinjauan Penyertaan (Deelneming)..........................................47 
1. Pengertian Penyertaan........................................................47 
2. Jenis-jenis penyertaan.........................................................49 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan..................57 
1. Pertimbangan Yuridis...........................................................57 
2. Pertimbangan Sosiologis.....................................................61 
 
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................ 64 
A. Lokasi Penelitian .................................................................... 64 
B. Jenis Dan Sumber Data ......................................................... 64 
C. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 64 
D. Analisis Data .......................................................................... 65 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..........................66 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Turut Serta 
Dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan 
Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik (Studi Kasus 
No.1611/Pid.B/2014/PN.MKS)............................................... 66 
1. Posisi Kasus .................................................................... 66 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ..................................... 70 
3. Tuntutan Penuntut Umum ................................................ 75 
4. Pertimbangan Majelis Hakim ........................................... 77 
5. Analisis Penulis ................................................................ 86 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan 
Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan 
No.1611/Pid.B/PN.MKS.................................................... ..... 92 
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
No. 1611/Pid.B/2014?PN.MKS. ........................................... 92 
2. Amar Putusan....................................................................... 102 
3. Analisis Penulis.......................................................... .......... 104 
xii 
 
4. Banding..................................................................... ........... 109 
a. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.............. .......... 109 
b. Kontra Memori Banding Penasihat Umum...................... 113 
c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri 
Makassar ........................................................................ 119 
d. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Negeri 
Makassar ........................................................................ 122 
e. Analisis Penulis.................................................... ........... 124 
 
BAB V PENUTUP ................................................................................ 127 
A. Kesimpulan................................................................. ............... 127 









A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini 
ditegaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara 
Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar 
Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta 
Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di 
Negara Indonesia. 
Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diatur oleh hukum, tindak 
kriminal pemalsuan semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari 
masyarakat yang ingin serba instan dalam sulitnya mendapatkan suatu 
keaslian. Dalam   hukum   di   Indonesia   pemalsuan   terhadap   sesuatu   
merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  yang  telah  diatur  dalam  
KUHP. Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku 
II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk 
pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya 
pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d pasal 276 KUHP. 
Tindak   pidana pemalsuan  yang   sering   terjadi   adalah   berkaitan 
dengan   Pasal   263   KUHP   (membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  
surat),  dan Pasal  264  KUHP  (memalsukan akta-akta  autentik)  dan  
2 
 
Pasal  266  KUHP  (menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu ke dalam 
suatu akta autentik).1 
Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat 
sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian 
atau seluruh isinya palsu. Surat  yang dihasilkan  dari  perbuatan  ini  
disebut  dengan surat  palsu.  Sementara  perbuatan memalsukan,  
adalah  segala  wujud  perbuatan  apapun  yang  ditujukan  pada  sebuah  
surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau 
mengganti salah satu isi  surat sehingga berbeda dengan surat semula. 2 
Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda, tulisan atau 
surat yang jaminan keasliannya atau kebenaran dibutuhkan oleh 
masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan dan 
peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan hidup akan 
menambahkan kemungkinan/kesempatan terjadinya perbuatan 
pemalsuan tidak hanya atas barang sendiri, tetapi juga terhadap merek, 
tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan 
kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut.3   
Menurut Badra Nawawi Arif:  
Upaya untuk menanggulangi permasalahan yang semakin 
kompleks terhadap kejahatan pemalsuan memerlukan 
pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan 
                                                          
1 Adami Chazawi, 2005, Kejahatan Terhadap Pemalsuan,PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, Hlm 10. 
2 Ibid, Hlm. 12.  
3Moch Anwar, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I, 
Alumni, Bandung, Hlm. 155 
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yang ada dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana 
pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut 
pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta 
sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu 
disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai 
hukum positif (ius constitutum), namun akan menjadi efektif dan 
dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila 
penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk 
undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat 
itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu 
sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat 
terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali 
(rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan 
kepentingan.4 
Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks 
kehidupan masyarakat adalah memberikan keterangan palsu dalam 
pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dimaksud oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah surat nikah , yaitu akta yang memuat suatu perikatan 
pasangan suami dan isteri. Pentingnya surat nikah yaitu menjadi dokumen 
yang dibutuhkan dinas kependudukan untuk membuat akta lahir anak-
anak. Tanpa akta lahir, anak-anak akan mengalami kesulitan di bidang 
administrasi dan status kewarganegaraan. Selain Itu karena surat nikah 
merupakan akta autentik yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil yang 
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga keaslian surat 
nikah ini banyak yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi 
ataupun kelompok. 
Melihat fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar bahwa, 
seorang Pengacara telah turut serta dalam memalsukan surat keterangan 
                                                          
4  Nawawi Arief, Barda, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 
Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 41 
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nikah atas permintaan kliennya dengan cara terdakwa memohon ke 
Pengadilan Negeri Makassar agar diterbitkan kembali akta nikah dari 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk 
digunakan sebagai alat bukti baru dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) 
terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.1951K/Pdt/2009. Namun, saat 
itu terdakwa tidak mengatakan bahwa pihak bersengketa telah sah 
bercerai dalam putusan MA. Dengan diterbitkannya surat keterangan 
nikah yang menjadi alat bukti baru dalam persidangan PK, terdakwa 
diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP. 
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba mengkaji 
Putusan Hakim dalam perkara No.1611/Pid.B/2014/PN.Mks tentang 
menyuruh memalsukan surat autentik, kemudian mengangkat ke dalam 
bentuk tugas akhir dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut 
Serta Dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan 
Palsu Ke Dalam Surat Autentik (Studi Kasus Putusan No. 
1611/Pid.B/2014/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang 
menjadi rumusan masalah adalah : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam delik 
menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik 
pada Putusan No.1611/Pid.B/2014/PN.Mks? 
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2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan delik 
menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik 
pada Putusan No.1611/Pid.B/2014/PN.Mks? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan uraian pada rumusan masalah tersebut, maka yang 
menjadi tujuan penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam delik 
menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik 
pada Putusan No.1611/Pid.B/2014/PN.Mks? 
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
Putusan delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam 
surat autentik pada Putusan No.1611/Pid.B/2014/PN.Mks? 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian tersebut, maka yang 
menjadi manfaat penelitian adalah : 
1. Dari segi teoritis, dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan 
dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang 
hukum pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi 
tambahan bagi para akademisi, Penulis dan kalangan yang 
berminat dalam bidang kajian yang sama.  
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi 
bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi aparat 





A. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan 
adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), 
pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 
sebagainya).5 Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata 
Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.6  Tinjauan 
yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum 
yang penulis kaji di sini adalah hukum menurut ketentuan pidana material. 
Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian 
yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa 
pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana. 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan 
suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah 
suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi 
atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang 
                                                          
5Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 
Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 1470. 




mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah 
tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk 
memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, 
sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar 
pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan 
pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah 
merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus 
sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat 
diartikan sebagai ”hukuman”.7 
Hamel mengatakan bahwa : ”Strafbaarfeit adalah kelakuan 
orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang 
bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan 
dilakukan dengan kesalahan”.8 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum 
pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain 
halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara 
yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku 
yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap 
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan 
arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi 
larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus 
ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-
                                                          
7Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 37   
8Ibid. Hlm. 38. 
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undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di Tingkat 
pusat maupun daerah.9 
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana 
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan Umum.10 
Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan 
”strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan 
penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan 
strafbaarfeit, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai 
pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan 
strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan 
Pompe.  
Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang 
berasal dari kata ”straf” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari 
perkataan ”wordt gestraft”, adalah merupakan istilah konvensional. 
Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan 
istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk 
menggantikan kata ”wordt gestraft”. Jika ”straf” diartikan ”hukuman” 
maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. 
                                                          
9P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra 
Adityta Bakti, Bandung, Hlm. 7. 
10Ibid. Hlm. 16. 
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Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa ”dihukum” berarti 
”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. 
Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang 
maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga 
keputusan Hakim dalam lapangan hukum perdata.11 Menurut 
Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, 
sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau 
”memutuskan tentang hukum” (berechten). Menetapkan hukum 
untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum 
pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.12 
Menurut Sudarto, bahwa pidana adalah penderitaan 
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa 
pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada 
pembuat delik itu.13 Sir Rupert Cross (dalam bukunya 
Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan 
penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah 
dipidana karena suatu kejahatan.14 
 
Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 
tertentu, sebagai berikut:  
a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan 
antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran 
yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi 
                                                          
11Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori - teori dan Kebijakan Hukum 
Pidana, Alumni, Bandung. Hlm. 1. 
12Sudarto, 1990/1991, Hukum Pidana 1 A - 1B, Fakultas Hukum Universitas 
Jenderal Soedirman, Purwokerto. Hlm. 3 




“kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar 
bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III 
melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 
pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.  
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana 
formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materiil (Materiil 
Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah 
melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu 
tentang pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya adalah 
pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana.  
c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja 
(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang 
diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP 
(pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai 
orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana 
jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 
matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 
188 dan Pasal 360 KUHP. 
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d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), 
perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan 
untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh 
orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan 
Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan 
menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, 
yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak 
pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan 
pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak 
Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak 
aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi 
dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 
KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut 
meninggal.15 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Mengenai unsur-unsur dari tindak pidana dikalangan ahli 
hukum pidana sampai sekarang ini belum ada kesatuan pendapat. 
Secara garis besar perbedaan pendapat ini dapat dikelompokkan 
menjadi 2 golongan yaitu Monistis dan Dualistis. 
Masing-masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri-
sendiri 
                                                          
15Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,Ghalia 
Indonesia, Jakarta, Hlm. 25-27. 
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a. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan manusia (positif atau negatif); 
2) Diancam dengan pidana; 
3) Melawan Hukum; 
4) Dilakukan dengan kesalahan; 
5) Oleh yang bertanggungjawab. 
Simons yang dikutip Sudarto, membedakan unsur-unsur 
Strafbaar feit antara unsur subyektif dan obyektif. 
1) Unsur subyektif yaitu : 
a) Orang yang mampu bertanggungjawab; 
b) Kesalahan (dolus atau culfa) artinya perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan. 
2) Unsur Obyektif yaitu : 
a) Perbuatan orang; 
b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 
c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan itu. 
b. Mezger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu : 
1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang ; 




c. Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan oleh manusia; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan.16 
Menurut Moeljatno, golongan dualistis menyatakan bahwa 
untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 
a. Perbuatan oleh manusia; 
b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil).17 
Moeljatno menyatakan syarat formil itu harus ada karena 
adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, 
sama halnya syarat-syarat materiil harus ada karena perbuatan itu 
harus benar-benar dirasakan bertentangan dengan atau 
menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat. Dalam 
buku Azas-Azas Hukum Pidana, bahwa sekalipun dalam rumusan 
delik tidak terdapat unsur melawan hukum, bukan berarti perbuatan 
itu tidak bersifat melawan hukum karena perbuatan itu sudah 
                                                          
16Sudarto, Loc.Cit.,Hlm. 33. 
17Moeljatno, 1980, Azas-azas Hukum Pidana, Gajah Mada, Yogyakarta, Hlm. 41. 
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demikian wajarnya, sifat melawan hukumnya sendiri tidak perlu 
dinyatakan sendiri.18 
Menurut H.B. Vos (dalam Moeljatno), bahwa straafbar feit 
hanya berunsur: 
a. Kesalahan manusia; 
b. Diancam pidana dalam Undang-undang.19 
Dari beberapa pendapat yang menganut aliran monistis 
nampak bahwa pada aliran monistis menyatukan unsur perbuatan 
dan pertanggungan jawab pidana. Sedangkan pada aliran dualistis 
memisahkan perbuatan dan pertanggungan jawab pidana. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi 
pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan 
diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Dalam usaha untuk 
menemukan pembagian yang lebih tepat terhadap tindak pidana, 
para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-
tindakan melawan hukum kedalam dua macam “Onrecht”, yang 
mereka sebut ”Crimineel Onrecht” dan “Policie Onrecht”. Crimineel 
Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut 
sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” atau “tertib 
hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar “kepentingan-
kepentingan”, sedang ”Police Onrecht” adalah setiap tindakan 
                                                          




melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan 
dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam 
masyarakat”. Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang 
hukum pidana kita telah membuat suatu pembagian ke dalam apa 
yang mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung 
sifat melawan hukum sehingga orang pada Umumnya menganggap 
bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana 
pencurian atau pembunuhan. Sedangkan Wetsdelicten tindakan-
tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh 
hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Dari 
uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal pembagian jenis 
tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. 
Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 pembagian, yang Pertama 
kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam buku II dan 
pelanggaran (overtredingen) yang terdapat dalam buku III. Selain 
yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan 
hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, 
diantaranya adalah:  
a. Delik Formal dan Delik Materiil  
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai 
dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, 
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sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap selesai 
dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 
338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah 
terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang. 
Mengenai pembagian delik formal dan delik materiil, Van Hamel 
kurang menyetujui pembagian tersebut, karena menurutnya 
(Teguh Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku yang terlarang 
itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi 
karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat 
dipidana”. Beliau lebih sepakat menyebutnya sebagai delik 
yang dirumuskan secara formal dan delik yang dirumuskan 
secara material.  
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten.  
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya 
kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk 
(Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu : 
1) Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk),  
2) Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn),  
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3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus 
eventualis).   
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku 
memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat 
dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai 
kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku 
dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai 
akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi 
pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 
perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar 
kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin 
terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi. Culpooze 
delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat 
dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam 
melakukan perbuatan tersebut.  
c. Gewone delicten dan Klacht delicten  
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa 
yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan sementara. 
Klacht delicten (Teguh Prasetyo, 2010:59), “adalah tindak 
pidana yang Penuntutannya hanya dilakukan atas dasar 
adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau 
terkena”. Dalam tindak pidana tersebut, Penuntutan dapat 
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dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang memiliki 
kepentingan, siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung 
dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada.  
Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 
bagian, yaitu Absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten. 
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang pelakunya 
dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak 
pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan 
relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang berdasarkan 
pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat 
hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian dalam 
keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu 
harus menyebutkan orang-orang yang diduga merugikan 
dirinya. Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak 
hukum dapat melakukan Penuntutan terhadap orang yang 
namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang 
telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan 
tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak 
disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. Selain 
membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, 
dalam undang-undang juga diatur masalah jangka waktu 
seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu 
tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Jangka waktu 
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yang diatur dalam KUHP tersebut adalah enam bulan apabila 
orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan 
bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan apabila 
bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut 
terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang 
terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.  
d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis  
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat 
sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang 
seharusnya. Delik Commissionis adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-
undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan 
pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik yang 
berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut 
undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan 
dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. 
Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 2010:58), 
ada juga yang disebut dengan “delik commissionis 
permissionem commisa”.  Misalnya seorang ibu yang sengaja 
tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi 
dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan cara 
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Selain 
yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada 
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beberapa jenis tindak pidana yang lain, (Teguh Prasetyo, 
2010:60) diantara lain:  
a) Delik berturut-turut (voortgezet delict), yaitu tindak pidana 
yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu 
juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.  
b) Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana 
merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah 
perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. 
c) Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana 
dengan pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, 
penganiayaan berat.  
d) Gepriviligeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, 
misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan 
karena takut diketahui.  
e) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan 
Kepala negara dan sebagainya.  
f) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, pegawai 






C. Tinjauan Umum Akta Autentik 
1. Pengertian akta autentik 
Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata 
“akta” berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau 
surat.20 Menuut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal 
dari kata “acta” yang merupakan bentuk jamak dari kata “actum”, 
yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.21 
A. Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah 
suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai 
bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan 
siapa surat itu dibuat.22 Menurut Sudikno Mertokusumo, akta 
adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-
peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, 
yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.23 
Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta 
disebut sebagai gesta atau instrumenta forensia, juga disebut 
sebagai publica monumenta atau akta publica. Akta-akta tersebut 
dibuat oleh seorang pejabat publik (publicae personae). Dari 
berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata publicare 
                                                          
20Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI No. 123”, Sekilas Tinjauan Akta Menurut 
Hukum, (Desember 1995), Hlm.128. 
21R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, 
Jakarta, Hlm. 9. 
22Suharjono, Op. Cit., Hlm. 43. 




dan insinuari, actis inseri, yang artinya mendaftarkan secara 
publik.24 
Dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan, akta autentik 
ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
undang oleh atau dihadapan pejabat Umum yang berwenang untuk 
itu di tempat akta itu dibuat.. Pejabat yang dimaksudkan antara lain 
ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan 
sebagainya. Pejabat pembuat akta autentik ini yang disebut dengan 
ambtenaren af person atau pejabat pembuat akta autentik lain yang 
ditunjuk undang-undang membuat akta autentik, misalnya pejabat 
pencatat nikah di KUA atau pencatat nikah di Kantor Catatan Sipil, 
dan lain-lain. 
Pada Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Presiden No 12 tahun 1983 
tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan 
Catatan Sipil menerangkan fungsi pejabat pencatatan Sipil yaitu 
membuat akta autentik yang menyatakan bahwa: 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai 
fungsi menyelenggarakan:25 
a. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; 
b. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan; 
c. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian; 
d. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan 
dan Pengesahan Anak; 
e. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian; 
                                                          
24Muhammad Adam, 1985, Ilmu Pengetahuan Notariat, Sinar Baru, Bandung, 
Hlm. 252. 
25Ketentuan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan Dan Peningkatan 
Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. 
23 
 
f. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, 
Akta Perkawinan, Akta Perceraian, AktaPengakuan 
dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian; 
g. penyediaan bahan dalam rangka perumusan 
kebiJaksanaan dibidang Kependudukan/ kewarga 
Negaraan 
 
2. Jenis-jenis Akta 
Pada dasarnya, akta dapat dibedakan menjadi dua macam 
yaitu: 
a. Akta dibawah tangan 
b. Akta autentik 
Akta dibawah tangan, dalam bahasa Inggris disebut dengan 
deed under the hand, sedangkan dalam bahasa Belanda dikatakan 
akte onder de hand merupakan akta yang dibuat oleh para pihak 
tanpa perantara seorang pejabat. Akta ini dibagi menjadi tiga jenis 
yaitu: 
a. Akta di bawah tangan di mana para pihak 
menandatangani kontrak itu di atas materi (tanpa 
keterlibatan pejabat Umum); 
b. Akta di bawah tangan yang di daftar (waarmerken) oleh 
notaris/pejabat yang berwenang; 
c. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat 
yang berwenang26 
                                                          
26Hikmahanto Juwana, 2013, Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI, 
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Hlm. 1 
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Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, istilah yang digunakan 
untuk akta dibawah tangan yang dilegalisasi adalah akta di bawah 
tangan yang disahkan, sementara itu, istilah akta dibawah tangan 
yang didaftar (waarmerken) adalah dibukukan. 
Akta di bawah tangan yang dilakukan (gewarmaeken) 
merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal 
yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan tanda tangan 
tersebut bukan di depan notaris/pejabat yang berwenang.  
Makna akta dibawah tangan yang dibukukan adalah:27 
a. Bahwa yang dijamin oleh notaris adalah bahwa akta 
tersebut memang benar telah ada pada hari 
b. Tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh notaris 
3. Syarat-syarat Akta Autentik 
 Syarat-syarat akta autentik, yang dalam bahasa Inggris 
disebut dengan the terms of the deed of authentic, yaitu berkaitan 
dengan hal-hal yang harus ada supaya akta disebut akta autentik. 
Secara yuridis akta autentik telah ditentukan dalam : 
a.   KUH Perdata 
b.   Undang-Undang Jabatan Notaris, yang disebut UUJN 
 Di Pasal 1868 KUH Perdata ditentukan tiga syarat suatu akta 
disebut akta autentik, yaitu meliputi:  
                                                          




a.  Akta itu harus dibuat oleh (dor) atau dihadapan (ten 
overstaan) seorang pejabat Umum 
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang dan 
c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu 
dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat 
akta tersebut. 
 Philips M. Hadjon mengemukakan dua syarat akta disebut 
akta autentik, yang meliputi:28 
a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 
(bentuknya baku) 
b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat Umum 
 Menurut C.A Kraan  memberikan beberapa ciri yang terdapat 
dalam sebuah akta autentik, yaitu:29 
a. Suatu tulisan yang sengaja dibuat semata-mata untuk 
dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan 
sebagaimana yang ditulis dan dinyatakan oleh pejabat 
yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani 
oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang 
bersangkutan; 
                                                          
28 Philipus M. Hadjon, 2001, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik, 
Surabaya Post, Hlm. 3 
29 Herlin Budiono, 2012, Peluang dan Hambatan Implementasi Cyber Notary di 
Indonesia, seminar Nasional eksistensi notaris dalam aktivasi cyber notary, Bandung 
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b. Suatu tulisan yang harus dianggap berasal dari pejabat 
yang berwenang, sampai ada bukti sebaliknya; 
c. Memenuhi ketentuan yang mengatur tatacara 
pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat mengenai 
tanggal, tempat dibuatnya akta, nama dan 
kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya); 
d. Pejabat yang bersangkutan diangkat oleh negara, 
mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri 
(onafhankelijk independence) serta tidak memihak 
(onpartijdig impatial) dalam menjalankan jabatannya; 
e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh 
pejabat merupakan  hubungan hukum dalam bidang 
hukum privat. 
 
4. Kekuatan Pembuktian akta autentik 
Kekuatan pembuktian akta dibedakan menjadi 3 (tiga) 
macam. Menurut Abdulkadir Muhammad, ketiga macam kekuatan 
pembuktian akta tersebut adalah: .30 
a. Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 
Kemampuan lahiriah akta, merupakan kemampuan akta 
itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta 
yang dibuat oleh pejabat Umum (acta publica probant sese 
                                                          
30Adjie Habib, Menilai Pembuktian Ata Autentik, 
http://www.Indonesianotarycommunity.com/menilai-pembuktian-akta-autentik, Di Akses 
Pada Tanggal 15 Februari 2017 Pukul 12:20 WITA. 
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ipsa). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta 
sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai 
syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta 
autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang 
membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara 
lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang 
menyangkalnya keautentikan akta. Parameter untuk 
menentukan akta sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari 
pejabat yang berwenang pembuat akta yang bersangkutan, 
baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta 
(mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. 
Nilai pembuktian akta dari aspek lahiriah, akta tersebut 
harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah 
tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika 
ada yang menilai bahwa suatu akta autentik tidak memenuhi 
syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib 
membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta 
autentik. 
Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah 
akta sebagai akta autentik, bukan akta autentik, maka penilaian 
pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta 
sebagai akta autentik. Pembuktian semacam ini harus 
dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat 
28 
 
harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang 
menjadi objek gugatan bukan akta. 
b. Formal (formele bewijskracht) 
Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang harus 
memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta 
tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh pejabat yang 
berwenang atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap 
pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur 
yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta. Secara 
formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang 
hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para 
pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para 
pihak/penghadap, saksi dan pejabat pembuat akta, serta 
membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh 
pejabat pembuat akta (pada akta pejabat/berita acara), dan 
mencatatkan keterangan atau pernyataan para 
pihak/penghadap (pada akta pihak). 
Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka 
harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat 
membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan 
pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang 
menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, 
disaksikan dan didengar oleh pembuat akta, juga harus dapat 
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membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para 
pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan pembuat akta, 
dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan 
pembuat akta ataupun ada prosedur pembuatan akta yang 
tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang 
mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan 
pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta 
tersebut. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran 
tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. 
Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran 
atau penyangkalan atas aspek formal akta autentik, jika yang 
bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di 
hadapan atau oleh pejabat yang berwenanng membuat akta. 
Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan 
dengan suatu gugatan ke Pengadilan Umum, dan penggugat 
harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang 
dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, 
misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa 
menghadap pembuat akta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan 
pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda 
tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. 
Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk 
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mengggugat pejabat pembuat akta, dan penguggat harus dapat 
membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut . 
c. Materil (materiele bewijskracht) 
Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa 
apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah 
terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang 
mendapat hak dan berlaku untuk Umum, kecuali ada 
pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau 
pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau 
berita acara), atau keterangan atau para pihak yang 
diberikan/disampaikan di hadapan pembuat akta (akta pihak) 
dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian 
dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau 
setiap orang yang datang menghadap pejabat pembuat akta 
yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta 
harus dinilai telah benar berkata, Jika ternyata 
pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak 
benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak 
sendiri. Pejabat pembuat akta terlepas dari hal semacam itu. 
Dengan demikian isi akta autentik mempunyai kepastian 
sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah 
untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para 
penerima hak mereka 
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Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka 
yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa pembuat 
akta tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya 
dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar 
berkata (di hadapan Pejabat pembuat akta) menjadi tidak benar 
berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk 
menyangkal aspek materiil dari akta autentik. 
Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan 
akta autentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat 
dibuktikan dalam suatu persidangan Pengadilan, bahwa ada 
salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang 
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 
akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan 
kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai 
kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. 
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan 
1. Pengertian pemalsuan 
Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru 
atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud 
untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah 
kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan 
benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio 
pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, 
32 
 
meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama 
mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal 
penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut 
pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka 
tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau 
produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai 
oleh simbol. Ketika objek adalah Catatan atau dokumen ini sering 
disebut sebagai dokumen palsu.31 
Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam 
suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, 
merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu 
lintas hubungan di masyarakat. 
Pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
dua norma dasar yaitu: 
1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat 
tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. 
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam 
kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban Umum. 
Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan Pertama-tama 
dalam kelompok kejahatan penipuan, hingga tidak semua 
perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong 
kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan 
                                                          
31 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan, Di Akses Pada  Tanggal 23 Februari 
2017 Pukul 12:17 WITA. 
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gambaran tentang suatu keadaan atas barang atau surat seakan-
akan asli atau bea, sedangkan sesungguhnya keaslian atau 
kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran ini orang 
lain tepercaya dan mempercayai bahwa keadaan gambaran ini 
orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang 
digambarkan atas barang/surat tersebut adalah benar atau asli. 
Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya 
atau suratnya tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini 
terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut 
seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari dalam cara 
kejahatan tersebut dilakukan.32 
Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat 
dalam KUHP dianut: 
1) Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan 
kebenaran/keaslian suatu tulisan atau surat, perbuatan 
terhadap surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan 
jahat. 
2) Berhubungan tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus 
disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat untuk 
menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai 
yang asli atau benar. 
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Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan 
mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 
dan  mengenai pemalsuan tulisan atau surat dalam Pasal 263 
dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/Merck 
atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. 
Pasal-Pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk 
menyatakan bagi suatu barang atau surat yang dipalsu 
seakan-akan asli dan tidak palsu (Pasal 244) atau untuk 
mempergunakannya atau menyuruh untuk 
dipergunakannya.33 
2. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu 
Sumpah palsu dan keterangan palsu adalah suatu 
pernyataan lisan atau tertulis yang sebenarnya telah dipalsukan 
atau tidak benar. Suatu keterangan atas sumpah adalah suatu 
keterangan yang diberikan sehubungan dengan sumpah. 
Keterangan itu terdiri tidak hanya keterangan-keterangan kesaksian 
dalam persidangan, tetapi semua pemberitahuan-pemberitahuan 
dalam kata-kata tentang perbuatan dan peristiwa. Keterangan itu 
harus dilakukan sumpah.34 
Sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 
KUHP yang menyatakan : 
(1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang 
menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah 
atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang 
                                                          
33 Ibid. 
34 Ibid., Hlm. 160. 
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demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas 
sumpah, dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau 
melalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(2) Bila keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam 
perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangkaa, 
maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun. 
(3) Janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-
aturan Umum atau yang menjadi pangganti sumpah 
disamakan dengan sumpah. 
(4) Pidana pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 
 
Dari Pasal 242 KUHP diatas dapat diuraikan unsur-unsur 
sebagai berikut:35 
Pasal 242 ayat (1) 
Obyektif : 
- memberikan keterangan palsu atas sumpah 
- secara lisan atau tertulis 
- oleh dia sendiri atau 
- oleh wakilnya yang ditunjuk untuk secara khusus 
- dalam hal peraturan perundang-undangan  
- memerintahkan supaya memberikan keterangan atas 
sumpah tersebut 
Subyektif :  
- dengan sengaja 
Pasal 242 ayat (2) 
- memberikan keterangan palsu diatas sumpah 
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- dalam perkara pidana 
- dengan merugikan terdakwa atau tersangka 
Pasal 242 ayat (3) disamakan dengan sumpah  
- kesanggupan atau pernyataan/penguatan yang oleh 
undang-undang 
- diperintahkan 
- menggantikan sumpah 
Pasal 242 ayat (4) hukuman yang ditambahkan berupa 
pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1 dan 2 
R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa supaya 
dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:36 
a. Keterangan itu harus di atas sumpah. 
b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-
undang atau menurut peraturan yang menentukan 
akibat hukum pada keterangan itu. 
c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan 
kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan. 
R. Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat 
dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu 
keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan 
bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika 
pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan 
kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan 
lain perkataan, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana 
                                                          
36R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hlm. 1883. 
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yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan 
kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu 
keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan 
yang sebenarnya dengan dikehendaki (disengaja).37 
3. Jenis-jenis pemalsuan surat 
Jenis-jenis pemalsuan terhadap kebenaran dapat 
dikategorikan sebagai berikut : 
a. Pemalsuan intelektual 
Pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam 
suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana 
sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang 
yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu 
mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau 
tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu 
mempunyai isi tidak benar. 
b. Pemalsuan materiil 
Perbuatan mengubah suatu benda, tanda, merk, mata 
uang tulisan atau surat itu menunjukkan atau menyatakan 
sesuatu hal yang lain daripada yang aslinya. Benda, tanda, 
merk, mata uang, tulisan atau surat itu telah secara material 
dipalsukan, tetapi karena isinya   juga menjadi palsu atau tidak  
benar. 
                                                          
37http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5614783452eb6/hukuman-bagi-
saksi-palsu-di-persidangan, Di Akses Pada Tanggal 23 Februari 2017 Pukul 13:31 WITA. 
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Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau 
tulisan atau surat semula sedemikian rupa hingga mirip dengan 
yang aslinya atau yang sebenarnya, tetapi bukan yang asli. 
Benda, tanda tulisan atau surat adalah bukan yang asli 
sepanjang pembuatan itu adalah materiil, terletak di dalam materiil 
sendiri, tetapi juga pernyataan atau pemberitahuan yang oleh 
benda, tanda, tulisan atau surat itu disajikan, dalam pernyataan 
atau pemberitahuan mana secara tegas atau secara diam-diam 
tersimpul sejak semula sebagai asli atau tidak benar, sebelumnya 
adalah tidak benar dan karenanya merupakan pemalsuan 
intelektual, dengan perbuatan tersebut, meskipun dapat 
digolongkan dalam pemalsuan secara materiil, tetapi terhubung 
karenanya juga isinya menjadi palsu atau tidak benar, maka 
sekaligus terjadi pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual. 
Pemalsuan intelektual yang murni hanya dapat terjadi 
apabila suatu tulisan atau surat merupakan yang keseluruhannya 
asli, tidak diubah, tetapi pernyataan  yang termuat di dalamnya 
adalah tidak asli atau tidak benar. Pemalsuan intelektuil hanya 
dapat dilakukan terhadap tulisan atau surat38. 
4. Menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta autentik 
Memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, 
sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat 
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itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-
macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang 
lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, 
menambah, atau mengubah sesuatu pemalsuan.39 Membuat surat 
palsu adalah membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar, 
atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal 
surat itu yang tidak benar.40  
Pemalsuan surat terdapat pada Bab XII KUHP diantaranya 
pada Pasal 266 tentang menyuruh menempatkan keterangan palsu 
ke dalam akta autentik. 
Tindak pidana kejahatan menyuruh menempatkan 
keterangan palsu ke dalam surat autentik yang dimuat dalam 
Pasal 266 KUHP yang menyatakan bahwa: 
(1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu 
ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian 
yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, 
dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh 
orang lain menggunakan akta itu seolah-olah 
keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka 
kalau dalam mempergunakannya itu dapat 
mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-
lamanya tujuh tahun. 
(2) Dengan hukum soup itu juga dihukum barangsiapa 
dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah 
isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian 
surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
 
Unsur-unsur daripada Pasal 266 KUHP ini meliputi : 
Obyektif : 
 menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik; 
                                                          




 keterangan palsu; 
 tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan; 
Subyektif : 
 memakai akta itu; 
 menyuruh orang lain memakai; 
 seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya 
 apabila pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian.41 
Menurut R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP ini 
diterangkannya secara panjang lebar sebagai berikut : 
1) Yang dinamakan akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat 
menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh 
undang-undang, oleh pegawai Umum. 
2) Yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang 
memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai 
Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran 
yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud 
untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain 
mempergunakan akta itu seolah- olah keterangan yang termuat 
di dalamnya itu benar. 
3) Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang 
memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan 
tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat 
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(akta) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua 
hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak 
seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat 
mendatangkan kerugian. 
4) Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) 
kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses 
verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal 
itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari 
keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa 
keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini 
beda sekali halnya dengan surat (akta) kelahiran yang gunanya 
benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu. 
5) Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang 
menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang 
Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah 
menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akta 
Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti 
terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita 
oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah 
dibayar untuk pembelian itu yang42 
Menurut S. R. Sianturi, tentang pemalsuan surat ini sangat 
mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama 
                                                          




yang sudah melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat 
yang mempunyai akibat hukum.43 
Pada unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Menyuruh Memasukkan Ke Dalam Akta Autentik 
Orang yang menghadap kepada seorang pegawai 
Negeri memberikan keterangan-keterangan untuk dicantumkan 
di dalam akta yang harus dibuat oleh pegawai Negeri itu 
keterangan-keterangan mana adalah tidak benar. Pegawai 
Negeri itu tidak melakukan pemalsuan secara intelektual, yaitu 
membuat isi surat  itu palsu. Dan dalam hal ini tidak terdapat 
penyertaan (Pasal 55 ayat 1).44 
Seseorang menghadap pegawai Negeri dan 
memberikan keterangan-keterangan kepada pegawai Negeri itu 
yang mempunyai wewenang untuk membuat akta atau surat-
surat resmi tertentu tentang hal-hal yang bertentangan dengan 
kebenaran. Jadi pegawai Negeri itu membuat akta, ia 
mencantumkan di dalam akta  apa yang diberitahukan oleh 
penghadap, hingga pegawai Negeri itu menyatakan di dalam 
akta itu hanya hal-hal yang sebenarnya diberitahukan 
kepadanya. Dan dengan demikian penghadap tidak mungkin 
melakukan perbuatan membujuk (Pasal 55 ayat 1 ke-2) 
ataupun memberi bantuan (Pasal 56), karena tiada kejahatan 
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yang dilakukan oleh pegawai Negeri itu. Ia hanya 
mencantumkan dalam akta keterangan-keterangan yang 
diberikan oleh penghadap. Ia tidak mengetahui, bahwa 
keterangan-keterangan palsu di dalam akta autentik.45 
2) Akta Autentik Palsu 
Isi dari akta ini tidak berdasarkan kebenaran, tetapi 
bertentangan dengan kebenaran. Akta autentik adalah surat 
tertentu yang dibuat oleh pegawai Negeri yang berwenang 
membuatnya. Pegawai Negeri itu adalah notaris, pegawai dari 
Catatan Sipil. Petugas polisi, Jaksa atau Hakim. 
Akta autentik dapat terdiri atas : 
- Akta notaris 
- Akta yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil, seperti akta 
kelahiran, akta kematian, akta perkawinan; 
- Berita acara dari Polri, keJaksaan atau Pengadilan.46 
Akta ini harus membuktikan suatu peristiwa, peristiwa 
mana diterangkan oleh penghadap. Dan peristiwa ini tidak 
benar, bertentangan dengan kebenaran. Karenanya 
keterangan-keterangan itu adalah palsu.47 
3) Tentang suatu peristiwa yang kebenarannya harus dibuktikan 
oleh akta itu. 
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Akta itu harus membuktikan kebenaran suatu kejadian, 
sedangkan hal-hal tentang peristiwa/kejadian ini telah 
diberitahukan secara tidak benar kepada seorang pegawai 
Negeri yang berwenang untuk membuatnya di dalam akta yang 
dibuat oleh pegawai Negeri itu. 
Suatu akta autentik dapat menjadi bukti akan kebenaran 
atas suatu peristiwa yang menjadi objek dari keterangan-
keterangan oleh beberapa orang dalam hal tidak terdapat bukti 
penyangkal (tegenbewijs). Pegawai Negeri itu menyusun akta 
itu, dalam penyusunan mana ia mencantumkan segala sesuatu 
yang diberitahukan kepadanya. Pegawai itu membuat dengan 
sebenarnya akta itu berdasarkan hal-hal yang diberitahukan 
kepadanya. Tidak menjadi persoalan, bahwa setiap pembuktian 
tunduk kepada kontrak-pembuktian, karena hal ini berlaku 
terhadap suatu peristiwa yang telah diberikan keterangan-
keterangannya maupun terhadap kebenaran atas keterangan-
keterangan itu; bahwa suatu akta menunjukkan kebenaran atas 
suatu peristiwa, hanya dapat diterima dengan syarat “selama 
belum dapat dibuktikan sebaliknya”. 
Peristiwa yang harus dibuktikan oleh akta itu antara lain 
terdiri atas: 
a. Akta notaris tentang perjanjian jual-beli harus 
membuktikan bahwa jual beli itu benar-benar terjadi 
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b. Akta kelahiran membuktikan, bahwa terjadi kelahiran 
seorang anak; 
c. Akta perkawinan membuktikan suatu perkawinan antara 
dua orang telah benar dilakukan 
Dengan Maksud Untuk Memakai Atau menyuruh Orang 
Lain Memakai Akta Itu Seolah-olah Keterangannya Itu Sesuai 
Dengan Kebenaran. 
Karena dalam Pasal 266 ayat (1) ini hanya pemalsuan 
secara intelektual yang dilarang, maka untuk unsur dengan 
maksud dipersyaratkan lain dari pada unsur dengan maksud 
dalam Pasal 263 ayat (1). Pasal 266 (1) ini dalam penggunaan 
akta itu mensyaratkan, bahwa keterangan-keterangan yang 
termuat di dalam akta itu seolah-olah sesuai dengan 
kebenaran, sedangkan keterangan-keterangan ini bertentangan 
dengan kebenaran. Jadi akta itu memuat isi yang tidak benar. 
4) Pemakaian Akta Itu Dapat Mendatangkan Kerugian 
Perbuatan penggunaan surat palsu tidak diperlukan 
untuk kejahatan pemalsuan surat itu, tetapi dengan sendirinya 
dapat menimbulkan kejahatan kedua. Jadi sama sekali tidak 
dipersoalkan, penggunaan mana yang dikehendaki oleh pelaku 
tetapi perbuatan pengguna itu disyaratkan oleh Undang-
undang, bahwa penggunaan yang dikehendaki oleh pelaku 
dapat menimbulkan kerugian. 
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Karenanya harus ditetapkan, bahwa dari penggunaan 
surat itu, oleh pelaku dapat dibayangkan suatu kemungkinan 
kerugian yang tidak hanya timbul dari penggunaan pada 
Umumnya. Hakim harus selalu menempatkan, dimana secara 
konkret kemungkinan kerugian, kecuali kemungkinan ini 
tampak dari fakta-faktanya sendiri. Untuk menentukan adanya 
kemungkinan kerugian ini tidak ada ketentuan Umum. Hanya 
dapat diperlakukan suatu asas, bahwa kemungkinan kerugian 
ini tidak hanya dinilai berdasarkan tujuan menurut undang-
undang maupun berdasarkan akibat-akibat yang biasanya 
berhubungan dengan penggunaan surat-surat itu. H.R. 
memutuskan, bahwa penggunaan akta penjualan, dalam hal 
mana tercantum harga pembelian yang terlalu rendah itu 
biasanya dipergunakan dasar perhitungan biaya, meskipun 
tidak terikat atas dasar itu dan para pejabat pendaftaran dapat 
menggunakan dasar lain. Pada Umumnya adanya 
kemungkinan kerugian tidak tergantung atas keberhasilan dari 
pada niat dari pelaku. Menurut kata-kata “apabila penggunaan 
itu dapat menimbulkan suatu kerugian”, kemungkinan kerugian 
suatu bagian dari obyektif dari kejahatannya, hingga 
pengetahuan tentang kemungkinan kerugian pada pelaku tidak 
perlu dibuktikan. Karenanya, kemungkinan kerugian itu tidak 
perlu dapat dibayangkan akan ada. Pun sebaliknya 
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kemungkinan kerugian tidak terdapat, apabila seseorang 
pembeli surat palsu mengetahui kepalsuannya sewaktu ia beli, 
ia menanggung secara sukarela kerugian yang ditimbulkan 
sebagai akibat pembelian itu. 48 
Siapa yang menderita kerugian itu tidak dipersoalkan. 
Undang-undang menetapkan hanya kemungkinan kerugian 
yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan yang dikehendaki, 
tetapi tidak mempersoalkan orang, terhadap siapa surat itu 
harus dipergunakan dan hal ini tidak memberikan peranan 
sama sekali dalam penyelesaian/penyempurnaan kejahatan.  
E. Tinjauan Penyertaan (Deelneming) 
1. Pengertian Penyertaan (Deelneming) 
Pada Umumnya subjek hukum dalam delik-delik 
sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan 
“barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau hij die ditujukan 
pada subjek hukum “orang”.49Maka telah jelas bahwa yang 
dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan orang hanya 
satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, 
namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang 
dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh 
suatu ikatan kerja sama. 
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Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan 
bahwa pelajaran Umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut 
pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat 
melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri 
tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun 
mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat 
semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka 
bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena 
tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak 
pernah terjadi.50 
Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi 
semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang 
baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing 
perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang 
yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, 
perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, 
demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka 
terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi 
dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu 
terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana 
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perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang 
semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.51 
2. Jenis-jenis Penyertaan 
Berikut ini adalah jenis-jenis penyertaan yaitu:52  
A. Mereka Yang Melakukan (Pembuat Pelaksana : Pleger) 
Siapakah yang dimaksud dengan mereka yang melakukan 
(zij die het fietplegen) atau dengan syarat-syarat apa seseorang 
yang terlibat dalam tindak pidana disebut dengan orang yang 
melakukan atau pembuat pelaksana (Pleger) ? Apakah pembuat 
pelaksana sama atau tidak sama dengan pembuat tunggal 
(enkelvoudige pleger)? Undang-undang tidak menjelaskan lebih 
jauh tentang siapa yang dimaksud dengan  “mereka yang 
melakukan ini”. 
Pada kenyatannya untuk menentukan orang pembuat 
tunggal, tidaklah terlalu sulit. Kriterianya cukup jelas, yaitu secara 
Umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak 
pidana. Bagi tidak pidana formil, wujud perbuatannya adalah sama 
dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak 
pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa 
yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh 
Undang-undang. 
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Tetapi apabila ada orang lain yang ikut terlibat serta kedalam 
tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, apakah syarat dari 
seorang dader harus juga menjadi syarat seorang pleger? Oleh 
karena seorang pleger itu adalah orang yang karena 
perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada 
perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan 
terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama 
dengan syarat seorang dader. Perbuatan seorang pleger juga 
harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan 
seorang dader. Jadi tampak secara jelas bahwa penentuan 
seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran 
obyektif. Jika demikian apa bedanya pleger ini dengan dader. 
Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih 
diperlukan keterlibatan minimal seorang lainya, baik secara psikis, 
misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjut; atau terlibat 
secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat 
pembantu. Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta 
lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam 
hal sumbangan peserta lain ini, pembuatannya haruslah 
sedemikian rupa sehingga pembuatannya itu tidak semata-mata 





B. Mereka yang disuruh melakukan (Doen Plegen). 
Doen plegen merupakan salah satu bentuk pesertaan di 
antara empat bentuk lainnya, yaitu melakukan (plegen), membujuk 
melakukan (uitlokken), turut serta melakukan (medeplegen), dan 
membantu melakukan (medeplichtig zijn).  Menyuruh melakukan 
Tindak Pidana (doen plegen) diatur dalam Pasal 55 KUHP yang 
menyatakan bahwa: 
(1) Dihukum sebagai Orang yang melakukan peristiwa 
pidana; 
1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan 
atau turut melakukan perbuatan itu; 
2e.Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah 
memakai kekuasaan memberi kesempatan atau 
pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau 
sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu 
perbuatan. 
(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sup 2e itu 
yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah 
perbuatan yang dengan sengaja di bujuk oleh mereka itu, 
serta dengan akibatnya.53 
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta 
komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan 
mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh 
melakukan (doen plegen). Di sini setidaknya ada dua orang, yang 
menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan 
orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia 
menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan 
dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan 
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peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh 
(pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja.54 
Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-
hal sebagai berikut:55 
1. Tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Pasal 44, 
umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi karena tidak 
berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (orang gila) untuk 
melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah 
melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat 
dihukum karena tindak dapat dipertanggung jawabkan, sedang 
apa yang dihukum sebagai pembunuh ialah A. 
2. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh 
kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut 
Pasal 48, umpamanya A berat membakar rumah B dan dengan 
menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar 
rumah itu, jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat 
dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak 
membakar sendiri, dihukum sebagai pembakar. 
3. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak 
sah menurut Pasal 51, misalnya seorang Inspektur Polisi mau 
membalas dendam pada seseorang musuhnya dengan 
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memasukkan orang itu dalam kamar tahanan. Ia menyuruh B 
seorang agen Polisi dibawah perintahnya supaya menangkap 
dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan 
dikatakan, bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B 
melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas 
merampas kemerdekaan orang lain karena ia menyangka 
bahwa perintah itu sah, sedang yang dihukum sebagai 
perampas kemerdekaan ialah tetap si Inspektur Polisi. 
4. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan 
sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang 
sedang ditaruh di depan Kantor pos. Ia tidak berani 
menjalankan sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di 
tempat yang agak jauh minta tolong pada B untuk 
mengambilkan sepeda itu dengan dikatakan bahwa itu adalah 
miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah 
mencuri, karena elemen “sengaja” tidak ada. Yang dihukum 
sebagai pencuri tetap A. 
C. Mereka Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger). 
Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan 
(Medepleger), oleh MvT MvS Belanda diterangkan bahwa yang 
turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat 
dalam melakukan suatu tindak pidana56. Keterangan ini belum 
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memberikan penjelasan yang tuntas. Oleh karena itu menimbulkan 
perbedaan pandangan. 
Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu bahwa pada 
masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-
sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan 
Pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan Trapman 
yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila 
perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak 
pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran obyektif. 
Pandangan ini tidak salah sepenuhnya, karena gambaran 
pembuat peserta seperti itu dalam kenyataannya bisa terjadi. 
Pandangan ini sempit, benar tapi pembuat peserta tidak sesempi 
itu. Dengan syarat perbuatan yang harus sama seperti ini, 
menimbulkan masalah. Masalah itu adalah , karena perbuatannya 
sama, lalu siapakah diantara mereka itu sebaga pembuat 
pelaksananya? Sangat sulit menentukannya. Biasanya lalu dijawab 
pembuat pelaksananya adalah orang yang satunya terhadap orang 
yang lainnya sebagai pembuat peserta, demikian juga sebaliknya 
orang yang lain ini adalah sebagai pembuat pelaksana terhadap 
orang yang satunya sebagai pembuat pesertanya. 
Sedangkan bagi pandangan luas tentang pembuat peserta, 
tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama 
dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak 
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perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup 
memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan 
kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat 
pelaksananya. 
D. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur:uitlokker) 
Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, 
disebut juga auctor intellectualis), seperti juga pada orang yang 
menyuruh melakukan tidak mewujudkan tindak pidana secara 
materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh 
dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat yaitu 
”yang menyuruh melakukan” tetapi pada bentuk orang yang 
sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap 
dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur 
subyektif. Rumusan itu selengkapnya adalah: ”mereka yang 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan”. 
 
Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya 
adalah: 
Unsur-unsur obyektif, terdiri dari: 




2. Caranya adalah: 
a. dengan memberikan sesuatu; 
b. dengan menjanjikan sesuatu; 
c. dengan menyalahgunakan kekuasaan; 
d. dengan menyalahgunakan martabat; 
e. dengan kekerasan; 
f. dengan ancaman; 
g. dengan penyesatan; 
h. dengan memberi kesempatan; 
i. dengan memberikan sarana; 
j. dengan memberikan keterangan. 
Unsur subyektif, yakni: dengan sengaja Dari rumusan 
tersebut diatas, dapat disimpulkan ada lima syarat dari seseorang 
pembuat penganjur, ialah: 
a. Pertama tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang 
harus ditujukan pada 4 hal, yaitu: 
1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran; 
2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan 
beserta akibatnya; 
3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa 
yang dianjurkan); dan 
4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab 
atau dapat dipidana. 
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b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus 
menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut. 
c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan 
(pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai 
dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh 
digunakannya upaya –upaya penganjuran oleh si pembuat 
penganjur (adanya psychische causaliteit); 
d. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah 
melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang 
dianjurkan(boleh pelaksanaan itu selesai tindak pidana 
sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya); 
e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki 
kemampuan bertanggung jawab. 
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman  
1. Pertimbangan Yuridis  
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana.  
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar 
pemberatan pidana Umum dan dasar-dasar pemberatan pidana 
khusus. Dasar pemberatan pidana Umum adalah dasar 
pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak 
pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang diatur diluar 
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dasar pemberatan 
pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak 
pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana yang 
lain.57 
1) Dasar pemberatan pidana Umum  
- Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan karena 
jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang dirumuskan 
sebagai berikut :  
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, 
atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai 
kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan 
kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah 
sepertiga.  
- Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana 
dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan 
dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi 
sebagai berikut :  
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan 
digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, 
                                                          
57Ade Hardianti, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 
Anak, Skripsi, Makassar, Hlm. 32. 
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dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah 
sepertiga.  
- Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. menurut 
Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, pemberatan 
pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman 
maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486, Pasal 487, 
dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 yang 
diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. 
Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain diluar 
kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam 
ketiga Pasal ini juga diperberat dapat ditambah dengan 
sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang 
tidak menyebut dapat ditambah dengan menambah 
lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua 
minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat (2), atau 
mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan 
kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2).  
2). Dasar pemberatan pidana khusus.  
Maksud diperberatkan pidana pada dasar 
pemberatan pidana khusus adalah si pembuat dapat 
dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada 
tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya 
dicantumkan didalam tindak pidana tertentu. Dasar 
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pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak 
pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat. 
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat 
dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian dalam Pasal 
363 dan Pasal 365, pada tindak pidana penggelapan 
bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 
375.  
b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana.  
1). Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana Umum  
- Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997, anak yang 
umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 
(delapan belas) tahun serta belum pernah kawin. Dasar 
peringatan pidana menurut Undang-undang No. 3 tahun 
1997, terdapat dua unsur yang menjadi syarat yaitu, 8 
(delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun dan 
yang kedua mengenai belum pernah kawin. Dalam sistem 
hukum di Indonesia, selain umur juga perkawinan yang 
menjadi sebab kedewasaan seseorang.  
- Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1). 
Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan kerena percobaan dan 
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pembantuan adalah suatu ketentuan Umum yang dibentuk 
oleh undang-undang, mengenai penjatuhan pidana 
terhadap orang lain melakukan kejahatan, yang artinya 
orang yang mencoba itu atau orang yang membantu tidak 
terwujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil 
sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana 
tertentu.  
2). Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus. 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap 
tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku 
Umum untuk segala macam tindak pidana. Misalnya : tindak 
pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364.  
2. Pertimbangan Sosiologis  
Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-
2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, Hakim 
mempertimbangkan :  
a. Kesalahan terdakwa  
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana  
c. Cara melakukan tindak pidana  
d. Sikap batin membuat tindak pidana  
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku  
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f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana.  
g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.  
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau pelaku.  
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, 
asas-asas dan keyakinan yang berlaku didalam masyarakat, 
karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki 
oleh Hakim. Selain alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat 
pula alasan-alasan subyek pelaku yang merupakan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan.  
Hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhakan pidana 
menurut Maidin Gulton dalam kutipan Ade Hardianti, adalah :58 
1. Perbuatan tersebut berlebihan dan bahkan menyamai 
kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.  
2. Anak sudah pernah dihukum.  
3. Usianya sudah mendekati dewasa.  
4. Anak cukup berbahaya.  
Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan 
pidana adalah :  
1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.  
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.  
                                                          
58Ade Hardianti., Loc.Cit., Hlm. 37.  
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3. Terakwa belum pernah dihukum.  
4. Terdakwa masih muda dan masih banyak baginya 
kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.  
5. Tindakan terdakwa dilatar belakangi pengaruh dari keadaan 







A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna 
menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar.  
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung 
terhadap Majelis Hakim dan panitera yang menangani kasus 
tersebut . 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-
buku, artikel, internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan 
dengan dua cara, yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
  Penelitan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, 
dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, 
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peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya 
yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi 
penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung 
(observasi). Metode ini terdiri atas dua cara yaitu: 
a) Wawancara langsung terhadap Majelis Hakim dan panitera 
yang pernah menangani kasus tindak pidana pembunuhan 
dengan No. register perkara 1611/Pid.B/2014/PN.Mks. 
b) Dokumentasi yaitu menelusuri data yang berupa dokumen 
dan arsip yang diperoleh dari panitera muda bagian pidana 
Pengadilan Negeri Makassar. 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer 
ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif 
adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar 
pengetahun yang Umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. 
Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Turut Serta Dalam 
Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke 
Dalam Akta Autentik (Studi Kasus No. 1611/Pid.B/2014/PN.Mks) 
1. Posisi Kasus 
Pada tanggal 17 Mei 2010 Husein Lewa (Penuntutan terpisah) 
mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar melalui 
terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, SH.,M.Kn. sebagai kuasanya dan 
yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada 
tanggal 17 Mei 2010 No. 79/Pdt.P/2010/PN.Mks yang pada 
pokoknya mohon agar perkawinan antara pemohon in cas Husein 
Lewa dengan Aida Baji yang dilangsungkan secara Katolik tanggal 
18 April 1987 di Gereja Hati Yesus (Katedral) adalah sah, serta 
memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Makassar untuk 
menerbitkan akta perkawinan antara pemohon (Husein Lewa) dan 
isterinya Aida Baji yang dilangsungkan secara Katolik di Gereja Hati 
Yesus (Katedral) pada tanggal 18 April 1987 
Permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar dengan Penetapan No. 79/Pdt.P/2010/PN.Mks 
tanggal 24 Mei 2010 dengan amar antara lain: “menyatakan  
perkawinan antara pemohon dan Aida Baji yang dilangsungkan 
secara Katolik tanggal 18 April 1987 di Gereja Hati Yesus adalah 
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sah dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Makassar 
untuk menerbitkan akta perkawinan antara pemohon dan istrinya 
Aida Baji yang dilangsungkan secara Katolik di Gereja Yesus pada 
tanggal 18 April 1987 
Permohonan pemohon (Husein Lewa) dikabulkan 
berdasarkan alat bukti surat yang terdiri atas : Foto copy surat 
nikah No. 307/Reg V, tanggal 18 April 1987 atas nama Antonius 
Husein Lewa dan Elisabeth Aida Baji, foto copy surat keterangan 
nikah No.: 474.2/07/Dukpil/IV2010 tanggal 15 April 2010 atas nama 
Antonius Husein Lewa dan keterangan Erniwati Lewa dan Jhony 
Tambuna sebagai saksi 
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No: 
79/Pdt.P/2010/PN.Mks tanggal 24 Mei 2010, selanjutnya Antonius 
Husein Lewa dan bersama terdalam sebagai kuasa mengajukan 
permohonan untuk menerbitkan kutipan akta perkawinan antara 
Antonius Husein lewat dengan Elisabeth Aida Baji ke Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mengabulkan 
permohonan tersebut dengan menerbitkan kutipan akta nikah No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 antara Antonius Husein 
lewat dengan Elisabeth Aida Baji. 
Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji 
melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1948 dan 
perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota 
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Makassar pada tanggal 3 Januari 1968 sesuai akta perkawinan No. 
136 tanggal 1968 dan pada waktu melangsungkan perkawinan 
keduanya berAgama Budha 
Pada tanggal 18 April 1978 Antonius Husein Lewa dan 
Elisabeth Aida Baji berpindah Agama dari Agama Budha ke Agama 
Katolik dan dilakukan pembaptisan di Gereja Hati Yesus 
sebagaimana surat baptis atas nama Antonius Husein Lewa 
Setelah Antonius Husein Lewa dan Elisabeth Aida Baji 
berpindah Agama kemudian memperbaharui janji nikah, dengan 
demikian yang terjadi pada tanggal 18 April 1987 adalah 
pembaharuan janji kawin atau janji nikah dan bukan perkawinan 
antara Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji. 
Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji telah 
bercerai sejak tanggal 29 Desember 2009 berdasarkan Putusan 
kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1951 K/Pdt/2009 
tanggal 29 Deswmber 2009 Jo. Putusan Peninjauan kembali 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 716 PK/Pdt/2010 
tanggal 23 Februari 2011 
Akta perkawinan No. 7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 
2010 antara Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida baji 
yang diterbitkan berdasarkan antara lain Penetapan Pengadilan 
Negeri Makassar No.: 79/Pdt.P/2010/PN.Mks tanggal 24 Mei 2010, 
oleh Antonius Husein Lewa telah dijadikan bukti baru (Novum) 
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dalam permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1951 K/Pdt/2009 tanggal 
29 Desember 2009 yang amarnya antara lain “menyatakan 
perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai akta perkawinan 
No. 136 yang diterbitkan oleh pegawai Catatan Sipil luar biasa pada 
Kantor Catatan Sipil pemerintahan Kota Makassar putus karena 
perceraian” 
Pada saat Antonius Husein Lewa melalui terdakwa selaku 
kuasanya mengajukan permohonan tanggal 17 Mei 2010 ke 
Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar di kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Mei 2010 No. 
79/Pdt.P/2010/PN.Mks yang pada pokoknya mohon agar 
perkawinan antara pemohon in cas Husein Lewa dengan Aida Baji 
yang dilangsungkan secara Katolik tanggal 18 April 1987 di Gereja 
Hati Yesus adalah sah, serta memerintahkan kepada Kantor 
Catatan Sipil Makassar untuk menerbitkan akta perkawinan antara 
pemohon (Husein Lewa) dan isterinya Aida Baji yang 
dilangsungkan secara Katolik di Gereja Hati Yesus pada tanggal 18 
April 1987 perkawinan antara Antonius Husein Lewa dengan 
Elisabeth Aida Baji telah dinyatakan putus karena perceraian 
berdasarkan Putusan e4Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 
1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 
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Terdakwa pernah mengurus surat keterangan nikah di 
Kantor Catatan Sipil bersama Antonius Husein lewa dengan 
melampirkan surat nikah dari Gereja Hati Yesus No. 307/Reg.V 
tanggal 18 April 1987, surat baptis untuk suami, surat baptis untuk 
istri,  janji istri dan saskreman pernikahan 
Terdakwa juga yang mengurus surat-surat keterangan nikah 
yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Yesus Katedral Makasar. 
Terdakwa mengetahui kalau sudah ada Putusan perceraian antara 
Antonius Husein Lewa dengan Aida Baji diTingkat kasasi ketika 
mengajukan permohonan, tetapi belum ada akta cerai 
Terdakwa pernah mengurus surat Keterangan nikah di 
Kantor Catatan Sipil bersama Antonius Husein Lewa dengan 
melampirkan surat nikah dari Gereja Hati Yesus No. 307/Reg.V 
tanggal 18 April 1987, surat baptis untuk suami, surat baptis untuk 
istri, janji istri dan sakramen pernikahan. Terdakwa yang mengurus 
surat-surat keterangan nikah yang dilakukan oleh Gereja hari 
Yesus Katedral Makassar 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Pada bulan April 2010 bertempat di ruang sidang 
Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor Catatan Sipil Kota 
Makassar, terdakwa yang bernama Ayu Anggraini Chaidir, 
S.H.,M.Kn. telah melakukan, menyuruh melakukan, yang turut 
melakukan, yang turut serta melakukan, menyuruh memasukkan 
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keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu 
hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta 
itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dengan 
cara berikut: 
- Pada tahun 2008 saksi Elisabeth Aida Baji mengajukan 
gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai 
dengan permohonan cerai No.186/Pdt.G/PN.Mks tanggal 
14 Januari 2009, gugatan telah diputus sampai Tingkat 
kasasi Mahkamah Agung RI No. 1951 K/Pdt/2009 tanggal 
29 Desember 2009 yang amar Putusan MA “cerai” 
sehingga Antonius Husain Lewa (Penuntutan terpisah) 
melakukan upaya hukum luar biasa yaitu permohonan 
Penijauan Kembali (PK). 
- Bahwa untuk mencari novum atau bukti baru maka 
terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, SH.,M.Kn. meminta 
diterbitkan kembali Akta Nikah dari Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan 
dasar surat nikah No. 307/Reg.V pada tanggal 19 April 
1987 yang diterbitkan oleh Gereja Hati Yesus Katedral 
Makassar, namun Kepala Dinas Kependudukan dan catan 
Sipil Kota Makassar Drs. Maruhum Sinaga, MBA tidak 
bersedia menerbitkan jika tidak ada Penetapan dari 
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Pengadilan Negeri, sehingga terdakwa Ayu Anggraini 
Chaidir, SH.,M.Kn. tidak menyebutkan kalau saksi Elisabeth 
Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa sudah cerai 
- Bahwa terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, SH.,M.Kn. 
bersama Isman Lewan atas persetujuan Antonius Husain 
Lewa (Penuntutan terpisah) telah membantu mengurus 
surat keterangan nikah No. 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 
18 April 1987 sedangkan pada saat itu sudah ada Putusan 
cerai, namun ada itikad yang tidak baik selaku Advokat 
dengan cara membantu melakukan pengurusan surat 
keterangan nikah dengan tujuan dipergunakan sebagai 
bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) 
terhadap Putusan Mahkamah Agung RI. 1951 K/Pdt/2009 
tanggal 29 Desember 2009. 
- Bahwa Antonius Husain Lewa (Penuntutan terpisah) 
mendapatkan surat keterangan nikah No. 
474.2/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010, maka memberi 
kuasa khusus pada terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, 
SH.,M.Kn. untuk mengajukan permohonan Penetapan 
perkawinan antara kepada Kepala Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Makassar di Pengadilan Negeri. 
- Bahwa dalam permohonan Penetapan perkawinan tersebut 
saksi Elisabeth Aida Baji tidak dipanggil untuk hadir dalam 
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persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar 
mengabulkan permohonan terdakwa Ayu Anggraini Chaidir 
SH.,M.Kn. selaku kuasa hukum dari Antonius Husain Lewa 
sesuai dengan Penetapan Pengailan Negeri Makassar No. 
79/Pdt.P/2010/PN.Mks, yang bunyi Penetapan yaitu 
memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta 
Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya Elisabeth 
Aida Baji yang dilangsungkan secara Katolik di Gereja Hati 
Yesus Katedral Makassar pada tanggal 18 April 1987, 
dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Makassar 
tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Makassar menerbitkan kutipan akta perkawinan 
antara Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa 
sesuai kutipan akta perkawinan 
NIK:7371040501290004,PK.828 .0002.759 tanggal 31 Mei 
2010. 
- Bahwa saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain 
Lewa telah menikah pada tahun 1948 dengan menganut 
Agama Budha, akta nikah baru terbit pada tahun 1968 
sesuai dengan akta nikah no. 136 tahun 1968 tanggal 3 
Juni 1968, kemudian pada tahun 1987 saksi Elisabeth Aida 
Baji dengan Anthonius Husain Lewa pindah Agama dari 
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Agama Budha ke Agama Katolik dan dilakukan 
pembabtisan di Gereja Yesus Katedral Makassar, setelah 
acara pembabtisan tersebut diterbitkan surat nikah No. 
307/Reg.V tanggal 18 April 1987 antara Elisabeth Aida Baji 
dengan Anotonius Husain Lewa di Gereja Hati Yesus Kota 
Makassar secara Agama Katolik bukan mengoreksi 
perkawinan yang telah ada sebelumnya dan tidak pula 
dilaporkan atau dicatat diKantor Catatan Sipil Kota 
Makassar karena yang bersangkutan sudah melakukan 
perkawinan sebelumnya. 
- Bahwa dengan diterbitkannya surat keterangan nikah dan 
kutipan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang 
pengurusannya dilakukan oleh terdakwa Ayu Anggraini 
Chaidir, SH.,M.Kn. Selaku kuasa hukumnya atas 
permintaan Antonius Husain Lewa (Penuntutan terpisah) 
sehingga akibat dari perbuatan tersebut saksi Elisabeth 
Aida Baji merasa keberatan dan dirugikan karena 
perkawinannnya telah diputus di Tingkat kasasi oleh 
Mahkamah Agung No. 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 
Desember 2009 dan sedang mengajukan gugatan 
pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Makassar 
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ditolak karena perkawinan Elisabeth Aida Baji dengan 
Antonius Husain Lewa diangggap masih sah. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Elisabeth Aida 
Baji mengalam kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000.000 
(sembilan puluh milyar rupiah) 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 
dengan perkara ini, Penuntut Umum yang pada pokoknya 
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
a) Menyatakan terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, SH.,M.Kn. 
bersalah melakukan tindak menyuruh memasukkan 
keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai 
suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 
lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai 
dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, baik sebagai orang yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. 




b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap tedakwa Ayu 
Anggraini Chaidir, SH.,M.Kn. dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama 
terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan di 
rutan; 
c) Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar asli surat nikah No.: 307/Reg.v tanggal 
18 April 1987 atas nama Antonius Husein Lewa dan 
Elisabeth Aida Baji 
- 1 (satu) lembar asli janji suami Antonius Husain Lewa  
- 1 (satu) lembar asli janji istri Elisabeth Aida Baji 
- 1 (satu) lembar asli sakramen pernikahan 
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan kiah No.: 
474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar 
- 1 (satu) Lear eksemplar Penetapan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 79/Pdt.P/2010/PN.Mks tanggal 24 Mei 
2010 
- 1 (satu) lembar asli kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar 
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- 1 (satu) lembar examplaar salinan Putusan Mahkamah 
Agung No. 1951 K/Pdt2009 tanggal 29 Desember 2009 
- 1 (satu) salinan dilegalisir Putusan PK No. 
716.PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 
- 1 (satu) salinan dilegalisir Putusan PK No. 
716.PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 
d) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah) 
4. Pertimbangan Majelis Hakim 
Berikut penjelasan apabila dikaitkan dengan posisi kasus 
yang telah dibahas sebelumnya dengan unsur-unsur pidana 
menurut Pasal 266 ayat (1) yaitu sebagai berikut: 
Ad.1 Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 
persidangan bahwa setelah permohonan Antonius Husein 
Lewa yang diwakili oleh terdakwa selaku kuasa hukum 
dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
dengan Penetapan No.: 79/Pdt.P/2010/PN.Mks tanggal 24 
Mei 2010 dengan amar antara lain: “menyatakan 
perkawinan antara pemohon dan Aida Baji yang 
dilangsungkan secara Katolik tanggal 18 April 1987 di 
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Gereja Hati Yesus katedral adalah sah dan memerintahkan 
kepada Kantor Catatan Sipil Makassar untuk menerbitkan 
akta perkawinan antara pemohon in cas Antonius Husein 
dan isterinya Elisabeth Aida Baji. Selanjutnya Antonius 
Husein Lewa mengantarkan Penetapan tersebut untuk 
menerbitkan kutipan akta perkawinan antara Antonius 
Husein dengan Elisabeth Aida Baji ke Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Makassar, kemudian Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 
menerbitkan kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 menunjukkan 
bahwa terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan 
ke dalam kutipan akta pernikahan sebagai sarananya, 
dengan demikian oenetapan tersebut merupakan 
permintaan yang merupakan wujud menyuruh memasukkan 
keterangan. 
Selanjutnya akta perkawinan tersebut dikualifikasikan 
sebagai keterangan palsu apabila suatu keterangan 
tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Antonius Husein 
Lewa yang telah melangsungkan perkawinan dengan 
Elisabeth Aida Baji pada tanggal 30 September 1948 dan 
perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan 
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Sipil Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 3 Januari 
1968 sesuai akta perkawinan No. 136 tanggal 3 Januari 
1968 dan pada waktu melangsungkan perkawinan 
keduanya berAgama Budha, selanjutnya pada tanggal 18 
April 1987 antonius Husein lewat dan Elisabeth Aida Baji 
berpindah Agama dari Agama Budha ke Katolik dan 
dilakukan pembaptisan di Gereja katedral Makassar. 
Setelah mereka berpindah Agama kemudian 
memperbaharui janji nikah, dengan demikian yang terjadi 
pada tanggal 18 April 1987 adalah pembaharuan janji nikah 
dan bukan perkawinan antara Antonius Husein Lewa dan 
Elisabeth Aida Baji, demikian pula mereka telah bercerai 
berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1951 
K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember Jo. Putusan Peninjauan 
Kembali Mahkamah Agung No. 716 PK/Pdt/2010 tanggal 
23 Februari 2011, menunjukkan bahwa keterangan yang 
tercantum dalam kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 dapat 
dikualifikasikan sebagai keterangan palsu karena 
keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 
Karena berdasarkan fakta yang terjadi bahwa pada tanggal 
18 April 1987 adalah pembaptisan karena Antonius dan 
Elisabeth berpindah Agama, dilanjutkan dengan 
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pembaharuan janji perkawinan dan bukan melakukan 
pernikahan. 
Ad.2 Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah 
keterangannya sesuai dengan kebenaran 
Unsur ini menunjukkan kesengajaan dalam tindak 
pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
sesuatu akta autentik adalah berupa kesengajaan sebagai 
maksud (opzet), yaitu maksud pelaku tindak pidana 
ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan 
oleh orang lain. Dalam fakta persidangan terdakwa 
menggunakan akta nikah No. 7371.PK.2010.000473 
tanggal 31 Mei 2010 untuk dijadikan sebagai Novum untuk 
mengajukan permohonan peninjauan kembali dan sebagai 
alat bukti dalam gugatan harta gono-gini antara Antonius 
Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji. 
Ad.3 Unsur jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan 
kerugian 
Menimbang, tentang unsur jika pemakaian akta itu 
dapat menimbulkan kerugian terkandung pengertian: 
1. Pemakaian surat atau akta tersebut belumlah 
dilakukan, dan tidak perlu dilakukan. Hal ini dapat 
disimpulkan dari anak kalimat “jika surat tersebut 
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digunakan”. Apabila pemakaian surat sudah dilakukan, 
maka terjadi dua tindak pidana, yaitu Pertama tindak 
pidana ayat (1) dan kedua tindak pidana ayat (2). Bisa 
dilakukan oleh satu orang pembuat, maupun dilakukan 
oleh pembuat yang berbeda. 
2. Karena pemakaian surat atau akta belum dilakukan, 
maka dengan sendirinya kerugian tersebut belum 
timbul secara nyata, hal tersebut disimpulkan dari 
dimuatnya perkataan “jika” di dalam anak kalimat “jika 
surat tersebut digunakan” dalam rumusan tindak pidana 
ayat (1) tersebut. Mahkamah Agung dalam 
pertimbangan Putusan No. 88K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 
1975 menyatakan, bahwa “dapat mendatangkan 
kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu 
nyata-nyata adanya”. 
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan 
fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa 
kutipan akta perkawinan No. 7371.PK.2010.000473 tanggal 
31 Mei 2010 antara Antonius Husein Lewa dengan 
Elisabeth Aida Baji, Antonius Husein lewat telah 
menggunakan kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 tersebut 
sebagai bukti baru (Novum) yang diberi tanda (PK-1) dalam 
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permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan kasasi 
Mahkamah Agung No. 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 
Desember 2009 dan telah diputus dengan Putusan 
peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 716 
PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011. 
Menimbang, fakta hukum di atas menujukan bahwa 
pemakaian kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 antara 
Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji sebagai 
bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali terhadap 
Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1951 K/Pdt/2009 
oleh Antonius Husein Lewa sebagai pemohon peninjauan 
kembali dapat merugikan saksi Elisabeth Aida Baji karena 
dapat membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 
1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan juga 
dapat menghambat saksi Elisabeth Aida baji untuk 
mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini pasca 
adanya Putusan Mahkamah agung No. 1951 K/Pdt/2009 
tanggal 29 Desember 2009 yang salah satu amarnya 
berbunyi “menyatakan perkawinan antara penggugat dan 
tergugat sesuai akta perkawinan No.136 yang diterbitkan 
oleh pegawai Catatan Sipil luar biasa pada Kantor Catatan 
Sipil pemerintah Kota Makassar putus karena perceraian 
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meskipun Putusan peninjauan kembali Putusan Mahkamah 
Agung no 716 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 
terhadap Putusan mahkamah Agung No. !951 K/Pdt/2009 
tanggal 29 Desember 2009 amarnya antara lain berbunyi 
“menolak peninjauan kembali dari pemohon peninjauan 
kembali Antonius Husein Lewa terssebut “in casu dalam 
perkara a quo,  karena jika mencermati dengan seksama 
makna unsur ini secara redaksional, maka pemakaian surat 
atau akta tersebut belum dilakukan saja dengan sendirinya 
kerugian tersebut belum timbul secara nyata, unsur ini telah 
terpenuhi, hal tersebut disimpulkan dari dimuatnya 
perkataan “jika” di dalam anak kalimat “jika surat tersebut 
digunakan”, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat 
Hukum terdakwa tidak beralasan, maka harus 
dikesampingkan oleh karenanya unsur ini terpenuhi.  
Berikut penjelasan apabila Pasal yang di dakwakan di juncto-
kan dengan Pasal 55 ayat (1) dengan unsur sebagai berikut: 
Dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “dihukum 
sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang 





Apabila dilihat fakta-fakta terjadi dalam perkara ini yang 
dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur 
dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah turut melakukan atau 
medeplegen. Dalam pembelaan terdakwa, berpendapat tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa 
terakwa sebagai orang yang disuruh melakukan bertindak selaku 
kuasa hukum dan mempunyai hak imunitas selaku Advokat. 
Namun menurut penulis, terdakwa telah terbukti turut melakukan 
karena dia berperan aktif mengurus pembuatan akta nikah 
tersebut padahal terdakwa mengetahui telah ada Putusan cerai 
diTingkat kasasi Mahkamah Agung dan tidak memberitahukan 
kepada Kantor Dinas Catatan Sipil. Memang benar pengurusan 
tersebut atas kuasa yang diberikan oleh kliennya Antonius Husin 
Lewa tetapi dalam deretan fakta, terdakwa mengetahui 
perbuatannya itu dapat melawan hukum dan menghalalkan segala 
cara, namun tetap melakukan mengurus akta tersebut agar 
kliennya tetap menang dalam persidangan.  
Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh 
karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 
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kesatu primer yang ualifikasinya akan disebutkan dalam amar 
Putusan. 
Menimbang, oleh karena terdakwa mampu bertanggung 
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada 
terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan sudah 
tercapai, jika terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan syarat 
yang bersifat Umum, bahwa selama masa percobaan terdakwa 
tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana 
dengan pertimbangan terdakwa sakit-sakitan. 
Menimbang, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa adalah pidana bersyarat, maka meskipun dalam 
perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang 
sah, namun adalah tidak tepat jika masa penahanan tersebut 
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, karena pidana yang 
dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat. 
Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri 
terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa dapat dikualifisir tidak ksatria, 
berani berbuat tapi menyangkali perbuatannya 
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- Terdakwa telah menciderai profesi Advokat karena 
tidak menjalankan profesinya sebagaimana mestinya 
- Terdakwa dipersidangan berdalih dengan berbagai 
alasan sehingga memperlambat dan mempersulit 
proses pemeriksaan perkara 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana 
- Terdakwa sopan selama pemeriksaan 
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat 
memperbaiki diri dikemudian hari 
5. Analisis Penulis 
Kasus penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak 
pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta 
autentik secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Ayu 
Anggraini, SH.,M.Kn yaitu seorang pengacara dalam gugatan 
perceraian dan pembagian harta gono-gini. 
 Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih 
dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan alternatif 
kesatu primer, Dakwaan alternatif kesatu subsider kedua, dan 
Dakwaan alternatif kesatu lebih subsider. Berdasarkan fakta-fakta 
hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian 
Majelis Hakim dakwaan alternatif kesatu primer yang memiliki 
potensi bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu perbuatan 
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terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. 
 Berikut penjelasan unsur-unsur pidana menurut Pasal 266 
ayat (1) yaitu sebagai berikut: 
Ad.1 Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu 
Perbuatan menyuruh memasukkan keterangan 
adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberi suatu 
keterangan mengenai sesuatu hal pada seorang pejabat 
akta autentik dan keterangan itu untuk dimuat ke dalam 
akta autentik yang dibuat pejabat pembuat akta autentik 
dan dalam rumusan tindak pidana ini tidak dicantmkan 
siapa orang yang disuruh melakukan keterangan palsu 
tersebut. 
Mengenai orang atau pejabat pembuat akta autentik 
yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah: 
1. Pembuat akta autentik yang disebut sebagai pejabat 
Umum (openbaar ambtenaar) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata atau Pasal 
285 Rbg. Misalnya seorang Notaris sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 Undang-undang No. 30 tahun 
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2004. Demikian juga seorang Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) 
2. Pejabat Pembuat akta Autentik yang tidak termasuk 
Pejabat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1868 KUHPerdata, tetapi tugas pekerjaannya 
berhubungan dengan pembuatan akta autentik. 
Pejabat Pembuat Akta Autentik ini yang disebut 
dengan ambtenaren af person atau pejabat pembuat 
akta autentik lain yang ditunjuk undang-undang 
membuat akta autentik, misalnya Pejabat Pencatat 
Nikah di KUA atau Pencatat Nikah di Kantor Catatan 
Sipil, dll. 
Ad.2 Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah 
keterangannya sesuai dengan kebenaran 
Unsur ini menunjukkan kesengajaan dalam tindak 
pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
sesuatu akta autentik adalah berupa kesengajaan sebagai 
maksud (opzet ala oogmerk), yaitu maksud pelaku tindak 
pidana ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau 
digunakan oleh orang lain, sementara perbuatan 
menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. 
Karena unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap 
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batin si pembuat yang harus sudah terbentuk sebelum 
melakukan perbuatan.  
Ad.3 Unsur jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan 
kerugian 
Kerugian yang dapat atau mungkin timbul jika surat 
palsu atau dipalsu tersebut digunakan, tidak perlu diketahui 
atau disadari oleh pelaku, karena unsur “jika pemakaian itu 
dapat menimbulkan kerugian” adalah merupakan unsur 
objektif, yang dari rumusan tindak pidana tidak nyata-nyata 
dituju oleh unsur sengaja (sebagai maksud), unsur 
kesengajaan (sebagai maksud) hanya ditujukan pada 
kehendak untuk memakainya baik oleh pelaku maupun 
orang lain. 
Untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian 
jika surat tersebut dipakai tidak ada ukuran tertentu. Akibat 
timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua 
orang, ialah bila surat semcam itu digunakan, maka dapat 
menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita 
kerugian tidak harus ditentukan orangnya, kerugian bagi 
siapa saja menderita kerugian tidak harus ditentukan 
orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi 
kepentingan Umum, dengan demikian dalam pembuktian 
cukup dinyatakan perkiraan-perkiraan siapa saja atau 
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orang tertentu yang dapat menderita kerugian dan 
pemakaian surat atau akta tersebut. 
Dalam Putusan No. 1611/Pid.B/2014/PN.Mks menurut 
penulis, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini 
kurang tepat. Sebab, menurut penulis tidak terpenuhinya 
satu unsur pada dakwaan Pasal 266 ayat (1) karena 
memang benar terdakwa baik sebagai orang yang 
melakukan, yang turut melakukan, yang turut serta 
melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta nikah yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta nikah itu, dengan maksud memakainya 
sebagai alat bukti baru atau novum dalam sidang perceraian 
pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) namun pihak korban 
tidak mengalami kerugian yang berarti.  
Menurut penulis pada Pasal 266 ayat (1), unsur jika 
pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam 
fakta persidangan, terdakwa menggunakan akta perkawinan 
No. 7371.PK.2010.000473 tersebut sebagai bukti baru atau 
novum pada persidangan permohonan Peninjauan Kembali 
terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1951 
K/Pdt/2009 dan telah diputus dengan Putusan Peninjauan 
Kembali Mahkamah Agung No. 716 PK/Pdt/2010.  
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Namun menurut penulis, unsur ini tidak terpenuhi dan 
tidak terbukti karena pemakaian akta autentik berupa akta 
perkawinan tidak menimbulkan kerugian karena upaya 
Peninjauan Kembali atas Putusan kasasi perceraian antara 
Antonius dan Elisabeth dengan menjadikan sebagai Novum 
ternyata tetap ditolak dan tidak dipertimbangkan, selain itu 
gugatan hara gono-gini yang diajukan oleh Elisabeth telah 
dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tingkat Pertama 
sampai Mahkamah Agung. Jadi menurut penulis, dakwaan 
Penuntut Umum yang menyatakan Elisabeth mengalami 
kerugian sebesar Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh milyar 
rupiah) adalah tidak benar, namun hanya dapat berpotensi 
saja merugikan karena bisa saja membatalkan gugatan 
pembagian gono-gini Elisabeth. 
Berikut penjelasan apabila Pasal yang di dakwakan di 
juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) dengan unsur sebagai 
berikut: Dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa 
“dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, 
orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang 
turut melakukan perbuatan itu” 
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Berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 sebutan pelaku yang 
secara alternatif dapat berupa: 
1. Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendirian 
untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. 
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini 
pelakunya paling sedikit 2 orang yakni yang menyuruh 
dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang 
melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang 
lain yang hanya merupakan alat saja. 
3. Orang yang turut melakukan diartikan melakukan 
bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling 
sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan 
yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya 
harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya 
melakukan anasir tindak pidana 
B. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku dalam Putusan No.1611/Pid.B/2014/PN.Mks 
1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 
1611/Pid.B/2014/PN.Mks 
Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum Hakim 
didasarkan pada dakwaan JPU, alat bukti yang sah, dan syarat 
subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim 
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Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara No. 1611/Pid.B/2014/PN.Mks. ini, setelah mendengar 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti 
lainnya kemudian mendapatkan fakta-fakta hukum yaitu sebagai 
berikut: 
Berikut penjelasan apabila dikaitkan dengan posisi kasus 
yang telah dibahas sebelumnya dengan unsur-unsur pidana 
menurut Pasal 266 ayat (1) yaitu sebagai berikut: 
Ad.1 Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 
persidangan bahwa setelah permohonan Antonius Husein 
Lewa yang diwakili oleh terdakwa selaku kuasa hukum 
dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
dengan Penetapan No.: 79/Pdt.P/2010/PN.Mks tanggal 24 
Mei 2010 dengan amar antara lain: “menyatakan 
perkawinan antara pemohon dan Aida Baji yang 
dilangsungkan secara Katolik tanggal 18 April 1987 di 
Gereja Hati Yesus katedral adalah sah dan memerintahkan 
kepada Kantor Catatan Sipil Makassar untuk menerbitkan 
akta perkawinan antara pemohon in cas Antonius Husein 
dan istrinya Elisabeth Aida Baji. Selanjutnya Antonius 
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Husein Lewa mengantarkan Penetapan tersebut untuk 
menerbitkan kutipan akta perkawinan antara Antonius 
Husein dengan Elisabeth Aida Baji ke Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Makassar, kemudian Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 
menerbitkan kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 menunjukkan 
bahwa terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan 
ke dalam kutipan akta pernikahan sebagai sarananya, 
dengan demikian penetapan tersebut merupakan 
permintaan yang merupakan wujud menyuruh memasukkan 
keterangan. 
Selanjutnya akta perkawinan tersebut dikualifikasikan 
sebagai keterangan palsu apabila suatu keterangan 
tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Antonius Husein 
Lewa yang telah melangsungkan perkawinan dengan 
Elisabeth Aida Baji pada tanggal 30 September 1948 dan 
perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan 
Sipil Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 3 Januari 
1968 sesuai akta perkawinan No. 136 tanggal 3 Januari 
1968 dan pada waktu melangsungkan perkawinan 
keduanya berAgama Budha, selanjutnya pada tanggal 18 
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April 1987 antonius Husein lewat dan Elisabeth Aida Baji 
berpindah Agama dari Agama Budha ke Katolik dan 
dilakukan pembaptisan di Gereja katedral Makassar. 
Setelah mereka berpindah Agama kemudian 
memperbaharui janji nikah, dengan demikian yang terjadi 
pada tanggal 18 April 1987 adalah pembaharuan janji nikah 
dan bukan perkawinan antara Antonius Husein Lewa dan 
Elisabeth Aida Baji, demikian pula mereka telah bercerai 
berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1951 
K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember Jo. Putusan Peninjauan 
Kembali Mahkamah Agung No. 716 PK/Pdt/2010 tanggal 
23 Februari 2011, menunjukkan bahwa keterangan yang 
tercantum dalam kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 dapat 
dikualifikasikan sebagai keterangan palsu karena 
keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 
Karena berdasarkan fakta yang terjadi bahwa pada tanggal 
18 April 1987 adalah pembaptisan karena Antonius dan 
Elisabeth berpindah Agama, dilanjutkan dengan 





Ad.2 Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah 
keterangannya sesuai dengan kebenaran 
Unsur ini menunjukkan kesengajaan dalam tindak 
pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
sesuatu akta autentik adalah berupa kesengajaan sebagai 
maksud (opzet), yaitu maksud pelaku tindak pidana 
ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan 
oleh orang lain. Dalam fakta persidangan terdakwa 
menggunakan akta nikah No. 7371.PK.2010.000473 
tanggal 31 Mei 2010 untuk dijadikan sebagai Novum untuk 
mengajukan permohonan peninjauan kembali dan sebagai 
alat bukti dalam gugatan harta gono-gini antara Antonius 
Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji. 
Ad.3 Unsur jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan 
kerugian 
Menimbang, tentang unsur jika pemakaian akta itu 
dapat menimbulkan kerugian terkandung pengertian: 
- Pemakaian surat atau akta tersebut belumlah 
dilakukan, dan tidak perlu dilakukan. Hal ini dapat 
disimpulkan dari anak kalimat “jika surat tersebut 
digunakan”. Apabila pemakaian surat sudah 
dilakukan, maka terjadi dua tindak pidana, yaitu 
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Pertama tindak pidana ayat (1) dan kedua tindak 
pidana ayat (2). Bisa dilakukan oleh satu orang 
pembuat, maupun dilakukan oleh pembuat yang 
berbeda. 
- Karena pemakaian surat atau akta belum dilakukan, 
maka dengan sendirinya kerugian tersebut belum 
timbul secara nyata, hal tersebut disimpulkan dari 
dimuatnya perkataan “jika” di dalam anak kalimat “jika 
surat tersebut digunakan” dalam rumusan tindak 
pidana ayat (1) tersebut. Mahkamah Agung dalam 
pertimbangan Putusan No. 88K/Kr/1974 tanggal 15 
Mei 1975 menyatakan, bahwa “dapat mendatangkan 
kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu 
nyata-nyata adanya”. 
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 
berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 
yaitu bahwa kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 antara 
Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji, 
Antonius Husein lewat telah menggunakan kutipan akta 
perkawinan No. 7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 
tersebut sebagai bukti baru (Novum) yang diberi tanda (PK-
1) dalam permohonan peninjauan kembali terhadap 
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Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1951 K/Pdt/2009 
tanggal 29 Desember 2009 dan telah diputus dengan 
Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 716 
PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011. 
Menimbang, fakta hukum di atas menujukan bahwa 
pemakaian kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 antara 
Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji sebagai 
bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali terhadap 
Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1951 K/Pdt/2009 
oleh Antonius Husein Lewa sebagai pemohon peninjauan 
kembali dapat merugikan saksi Elisabeth Aida Baji karena 
dapat membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 
1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan juga 
dapat menghambat saksi Elisabeth Aida baji untuk 
mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini pasca 
adanya Putusan Mahkamah agung No. 1951 K/Pdt/2009 
tanggal 29 Desember 2009 yang salah satu amarnya 
berbunyi “menyatakan perkawinan antara penggugat dan 
tergugat sesuai akta perkawinan No.136 yang diterbitkan 
oleh pegawai Catatan Sipil luar biasa pada Kantor Catatan 
Sipil pemerintah Kota Makassar putus karena perceraian 
meskipun Putusan peninjauan kembali Putusan Mahkamah 
99 
 
Agung no 716 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 
terhadap Putusan mahkamah Agung No. !951 K/Pdt/2009 
tanggal 29 Desember 2009 amarnya antara lain berbunyi 
“menolak peninjauan kembali dari pemohon peninjauan 
kembali Antonius Husein Lewa terssebut “in casu dalam 
perkara a quo,  karena jika mencermati dengan seksama 
makna unsur ini secara redaksional, maka pemakaian surat 
atau akta tersebut belum dilakukan saja dengan sendirinya 
kerugian tersebut belum timbul secara nyata, unsur ini telah 
terpenuhi, hal tersebut disimpulkan dari dimuatnya 
perkataan “jika” di dalam anak kalimat “jika surat tersebut 
digunakan”, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat 
Hukum terdakwa tidak beralasan, maka harus 
dikesampingkan oleh karenanya unsur ini terpenuhi.  
  Berikut penjelasan apabila Pasal yang di dakwakan di 
juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) dengan unsur sebagai 
berikut: 
Dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “dihukum 
sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang 
melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan 
perbuatan itu” 
Apabila dilihat fakta-fakta terjadi dalam perkara ini yang 
dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur 
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dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah turut melakukan atau 
medeplegen. Dalam pembelaan terdakwa, berpendapat tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa 
terakwa sebagai orang yang disuruh melakukan bertindak selaku 
kuasa hukum dan mempunyai hak imunitas selaku Advokat. 
Namun menurut penulis, terdakwa telah terbukti turut melakukan 
karena dia berperan aktif mengurus pembuatan akta nikah 
tersebut padahal terdakwa mengetahui telah ada Putusan cerai 
diTingkat kasasi Mahkamah Agung dan tidak memberitahukan 
kepada Kantor Dinas Catatan Sipil. Memang benar pengurusan 
tersebut atas kuasa yang diberikan oleh kliennya Antonius Husin 
Lewa tetapi dalam deretan fakta, terdakwa mengetahui 
perbuatannya itu dapat melawan hukum dan menghalalkan segala 
cara, namun tetap melakukan mengurus akta tersebut agar 
kliennya tetap menang dalam persidangan.  
Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh 
karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 




Menimbang, oleh karena terdakwa mampu bertanggung 
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada 
terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan sudah 
tercapai, jika terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan syarat 
yang bersifat Umum, bahwa selama masa percobaan terdakwa 
tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana 
dengan pertimbangan terdakwa sakit-sakitan. 
Menimbang, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa adalah pidana bersyarat, maka meskipun dalam 
perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang 
sah, namun adalah tidak tepat jika masa penahanan tersebut 
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, karena pidana yang 
dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat. 
Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri 
terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
Keadaan yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa dapat dikualifisir tidak ksatria, 
berani berbuat tapi menyangkali perbuatannya 
- Terdakwa telah menciderai profesi Advokat karena 
tidak menjalankan profesinya sebagaimana mestinya 
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- Terdakwa dipersidangan berdalih dengan berbagai 
alasan sehingga memperlambat dan mempersulit 
proses pemeriksaan perkara 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana 
- Terdakwa sopan selama pemeriksaan 
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat 
memperbaiki diri dikemudian hari 
2. Amar Putusan 
MENGADILI: 
1) Menyattuntakan terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, SH., 
M.Kn. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana MENYURUH 
MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM 
SURAT AUTENTIK SECARA BERSAMA-SAMA 
sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu primer; 
2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika 
dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain 
disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak 
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pidana sebelum masa percobaanselama 2 (dua) tahun 
berakhir 
4) Menetapkan barang bukti yang terdiri atas: 
- 1 (satu) lembar asli surat nikah No.: 307/Reg.v tanggal 
18 April 1987 atas nama Antonius Husein Lewa dan 
Elisabeth Aida Baji 
- 1 (satu) lembar asli janji suami Antonius Husain Lewa  
- 1 (satu) lembar asli janji istri Elisabeth Aida Baji 
- 1 (satu) lembar asli sakramen pernikahan dilengkapi 
surat madah cinta dan surat penyerahan keluarga 
kepada Hati terkudus Yesus 
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan nikah No.: 
474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar 
- 1 (satu) Lear eksemplar Penetapan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 79/Pdt.P/2010/PN.Mks tanggal 24 Mei 
2010 
- 1 (satu) lembar asli kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 




- 1 (satu) lembar eksemplar salinan Putusan Mahkamah 
Agung No. 1951 K/Pdt2009 tanggal 29 Desember 2009 
- 1 (satu) salinan dilegalisir Putusan PK No. 
716.PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 
3.       Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui 
wawancara terhadap Hakim yang terkait dengan perkara dalam 
tulisan ini, melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang 
terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan 
atau menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana yang 
dilakukan, Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. 
Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-
pertimbangan yuridis dan nonyuridis keadaan dan latar belakang 
para terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana 
yang dilakukan oleh para terdakwa. 
Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada 
dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut 
Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang 
didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.  
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian 
menurut undang-undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian 
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dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik 
menurut Lamintang karena:59  
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena 
untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan 
tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;  
b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya 
alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum 
dapat membuat Hakim harus menjatuhkan pidana bagi 
seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya 
alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan 
Hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak 
pidana tersebut.  
Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi 
unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.  
Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan 
tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada 
alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk 
                                                          




pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya. Serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 
sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat 
dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang 
yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung 
jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka 
pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum 
pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:60  
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat 
dipertanggung jawabkan dari si pembuat;  
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap 
psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya 
yaitu:  
a. Disengaja;  
b. Sikap kurang Hati-Hati atau lalai.  
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si 
pembuat.  
                                                          
60 Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 6. 
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Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan 
yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu 
dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. 
Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut 
keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah 
merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah 
lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan 
mana yang tidak. 
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang 
yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan 
kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat 
dipertanggung jawabkan.  
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: 
 “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat 
dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak 
dipidana”.  
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, 
seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus 
ada unsur perbuatan melawan hukum.  
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan 
keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang 
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dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena 
kelalaian (culpa). Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya 
seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan 
pembenar atau alasan pemaaf.  
Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana 
berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat 
melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatanya 
tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang 
ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu 
tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi 
tidak dijatuhi pidana. 
Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-
alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku 
I KUHP, yaitu dasar Pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, 
keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP. 
Dalam Putusan No. 1611/Pid.B/2014/PN.Mks proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut penulis tidak tepat karena unsur pada pasal yang 
didakwakan yaitu pasal 266 ayat (1) tidak memenuhi. Menurut 
penulis, karena unsur yang didakwakan tidak terpenuhi maka, 
seharusnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut 
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Umum. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
menjatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dengan syarat tidak usah 
dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa 
percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dengan pertimbangan 
terdakwa mengalami sakit-sakitan. Adapun  pertimbangan Hakim 
yang meringankan Putusan terdakwa berupa: 
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana 
- Terdakwa sopan selama pemeriksaan 
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat 
memperbaiki diri dikemudian hari. 
4.   Banding 
Dalam perjalanan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 
terdakwa Ayu Anggraini Chaidir,SH.,M.Kn, Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan permintaan Banding pada tanggal 9 Juli 2015 dan 
Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat 
oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1611/Pid.B/2015/PN.Mks pada tanggal 07 Juli 2015, permintaan 
banding di Pengadilan Tinggi Negeri Makassar No. 
38/PID/2016/PT.MKS 
a. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum 
Adapun memori banding Penuntut Umum  yang antara 
lain mengemukakan sebagai berikut: 
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1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) 
KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua Putusan 
Pengadilan Tinggi  Pertama yang tidak merupakan 
pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan Banding 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu 
kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak 
mengajukan upaya hukum Banding terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. : 
1611/Pid.B/2014/PN.MKS tanggal 7 Juli 2015 
a. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hukum 
bahwa terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, SH.,M.Kn. 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan Tindak Pidana barang siapa menyuruh 
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 
autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya 
harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan 
kebenarannya, diancam jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, baik sebagai orang yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan. 
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2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat 
atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 
terhadap Terdakwa Ayu Anggraini Chaidir,SH.,M.Kn 
selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 
(dua) tahun dengan alasan: 
- Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis 
Hakim tersebut yang menyatakan bahwa 
terdakwa sakit-sakitan hal tersebut, tidak 
didukung oleh fakta dan bukti karena 
terdakwa selama ini sehat-sehat saja. 
- Bahwa penjatuhan hukum bersyarat tersebut 
tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam 
Pasal 14 huruf a ayat (4) KUHP. 
- Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa 
Penuntut Umum terlalu ringan karena belum 
memenuho rasa keadilan terhadap saksi 
korban materi maupun inmateri. 
3. Bahwa terdakwa Ayu Angraini Chaidir, SH.,M.Kn 
sebagai seorang Advokat yang diberi kuasa mewakili 
Antonius Husein Lewa mengajukan permohonan 
Penetapan perkawinan secara Agama Katolik di 
Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan diketahui 
bahwa perkawinan antara Antonius Husein Lewa dan 
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Elisabeth Aida Baji telah putus cerai oleh Mahkamah 
Agung RI sesuai Putusan No. : 1951K/Pdt/2009 
tanggal 29 Desember 2009 yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan hal itu diketahui oleh 
terdakwa Ayu Anggraini Chaidir,SH.M.Kn namun 
sebagai kuasa hukum, terdakwa tidak memiliki iktikad 
baik dengan cara tetap mengurus surat-surat di 
Gereja Katolik Hati Yesus katedral dan ini di Kantor 
Catatan Sipil Kota Makassar, untuk dipergunakan 
dalam mengajukan permohonan Penetapan di 
Pengadilan Makassar hingga diterbitkan kutipan akta 
perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil 
Kota Makassar dengan tujuan untuk dipergunakam 
sebagai bukti baru Novum dalam pengajian 
Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan perceraian 
dan gugatan harta gono-gini yang diajukan oleh 
Elisabeth Aida Baji dan terdakwa sebagai Advokat 
mengerti akan akibat atau konsekuensi hukum 
terhadap yang dilakukan. 
4. Bahwa terdakwa Ayu Anggraini,SH,M.Kn mengetahui 
yang menjadi dasar gugatan cerai Elisabeth Aida Baji 
pada Pengadilan Negeri Makassar acara Elisabeth 
Aida Baji dengan Antonius Husein Lewa dan telah 
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diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai register 
No:1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 
adalah menggunakan akta nikah No. 136 yang 
tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada 
tanggal 3 Januari 1968 
5. Bahwa terdakwa Ayu Anggraini Chaidir, SH,M.Kn. 
pernah mengirim surat kepada Kepala Kantor Catatan 
Sipil Kota Makassar untuk tidak menerbitkan Akta 
Cerai atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 
1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember yang 
menyatakan perkawinan antara Husein Lewa dan 
Aida Baji putus karena cerai. 
b. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum 
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan 
kontra memori banding Aung antara lain mengemukakan sebagai 
berikut: 
1. Bahwa substansi dari memori banding yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya 
pengembangan argumentasi yuridis berkaitan dengan 
Putusan Pengadilan a quo yang di banding oleh Jaksa 
Penuntut Umum tetapi hanya merupakan ungkapan-
ungkapan yang bersifat prejudice yang berada diluar dari 
esensi suatu pernyataan keberatan (Banding). 
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2. Bahwa cakupan memori banding Jaksa Penuntut Umum 
nampaknya hanyalah berusaha menggirirng opini dengan 
mengemukakan alasan yang tidak bersifat, korektif dan 
edukatif yang disajikan dengan logika yang meloncat-loncat 
serta tidak fokus pada tataran penemuan kebenaran sejati 
sebagai perwujudan dari keadilan yang merupakan salah 
satutujuan hukum, Diana salah satu fakta nyata yang 
berusaha dipelintir oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa 
terdakwa tidak menderita sakit adalah suatu pernyataan 
yang sangat subyektif bahkan mengingkari fakta 
persidangan, bagaimana penderitaan yang luar biasa 
dialamai oleh terdakwa baik sebelum persidangan perkara 
a quo berjalan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa 
menderita penyakit asma akut yang menurut diagnosa 
dokter yang telah memberikan keterangan dipersidangan a 
quo bahwa penyakit terdakwa termasuk penyakit yang 
sangat berbahaya yang tidak dapat disembuhkan dan 
harus mendapatkan pengobatan seumur hidup. Hal mana 
telah pula dilampirkan dalam persidangan a quo beberapa 
keterangan dari beberapa rumah sakit yang merawat 
terdakwa, sehingga hal tersebut menjadi salah satu 
pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh 
karena itu pernyataan Penuntut Umum yang menyatakan 
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bahwa terdakwa sehat-sehat saja, adalah pernyataan yang 
bertujuan suntik semakin menambah penderitaan dari 
terdakwa. 
3. Bahwa faktual dari memori banding Jaksa Penuntut Umum 
terkesan hanya ini memaksakan kehendaknya semata 
tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, tetapi 
mencoba berspekulasi dengan berlindung dibalik perasaan 
keadilan yang menurut versi Jaksa Penuntut Umum 
terhadap saksi korban dan anak-anaknya yang mengalami 
penderitaan baik materi maupun in materi. Namun terjadi 
distorsi ketika: 
- Fakta persidangan dari keterangan saksi korban maupun 
anak-anaknya yang secara tegas menyatakan bahwa 
dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh 
terdakwa sebagai Advokat kuasa hukum dari Antonius 
Husein Lewa mengajukan permohonan pencatatan 
perkawinan secara Agama Katolik antara Antonius Husein 
Lewa dengan Elisabet Aida Baji yang melahirkan 
Penetapan Pengadilan yang memerintahkan Dinas Kantor 
Catatan Sipil untuk menerbitkan akta Perkawinan a quo 
yang digunakan oleh Antonius Husein Lewa mengajukan 
permohonan peninjauan Kembali Tidaklah menimbulkan 
Kerugian, karena permohonan Peninjauan Kembali yang 
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dilakukan sendiri oleh Antonius Husein Lewa di tolak oleh 
Mahkamah Agung karena itu pernyataan Jaksa Penuntut 
Umum ini adalah bersifat mengada-ada karena tidak sesuai 
fakta persidangan dalam perkara a quo. 
4. Bahwa perlu dipahami oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa 
lembaga peradilan sebagai bagian dari The crimical Justice 
System memiliki spirit dengan optik hukum yang berada 
dengan penegak hukum lainnya, oleh karena lembaga 
peradilan adalah tempat untuk memberi keadilan dan 
bukan berangkat dari spirit sebagai lembaga penghukuman 
semata. Sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan 
bukanlah sebgai justifikasi dari kehendak seseorang in cas 
Jaksa Penuntut Umum Tetapi Putusan Pengadilan idealnya 
lahir dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir dengan prinsip-
prinsip keadlian. 
5. Bahwa alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum 
pada angka 4 dan 5 adalah alasan yang tidak logis dan 
mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta persidangan 
karena mana mungkin terdakwa mengetahui ataupun ikut 
mengurus surat-surat perkawinan a quo sedangkan surat-
perkawinan yang diterbitkan oleh Gereja terbit pada tanggal 
18 Mei 1987 sementara terdakwa sendiri lahir pada tahun 
1980, sehingga rasio legisnya mana mungkin terdakwa 
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mengetahuinya padahal terdakwa pada waktu itu baru 
berusia 6 tahun lebih, lagi pula antara terdakwa dengan 
Antonius Husein Lewa tidak memiliki hubungan keluarga 
apapun juga, kecuali terdakwa menjadi kuasa hukum 
Antonius Husein Lewa nanti pada tahun 2010, sehingga 
ada tidaknya perkawinan antara Antonius Husein Lewa 
dengan Elisabeth Aida Baji berdasarkan Agama Katolik, 
hanya Antonius Husein Lewa yang tahu tapi tidak pada 
terdakwa, oleh karena itu Alan tersebut telah bergeser dari 
fakta persidangan, dimana berdasarkan fakta persidangan 
baik yang ditemukan dari bukti-bukti surat maupun saksi 
sudah sangat jelas bahwa terdakwa sebelum mengajukan 
permohonan telah terlebih dahulu menerima surat-surat asli 
dari Antonius Husein Lewa yang antara lain asli surat nikah 
yang diterbitkan oleh patroli hari Yesus katedral ujung 
pandang No 307/Reg.V tanggal 18 April 1987. Dan 
berdasarkan surat tersebut terdakwa telah terlebih dahulu 
melakukan verifikasi tentang kebenaran surat tersebut dan 
dibenarkan oleh pihak Gereja sebagaimana keterangan 
saksi pastur Paulus Tongli bahwa surat tersebut adalah 
memang benar produk Gereja katedral. Sehingga dengan 
demikian seharusnya fakta ini menjadi tempat bersandar 
untuk menilai justru mewakili Antonius Husein lewat justru 
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dilakukan dengan itikad baik.demikian pula bahwa 
berdasarkan UU no. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah 
secara tegas mengatur tentang kode etik yang harus di 
pedomani setiap Advokat selaku penegak hukum dalam 
menjalankan tugas profesinya. Diamana dalam 
menjalankan tugas profesinya, seorang Advokat 
menggunakan sistem etika yang mampu menciptakan 
disiplin tata kerja, dan sebagai garis batas tata nilai yang 
bisa dijadikan acuan kerja profesi untuk menyelesaikan 
dilema etika yang dihadapi saat menjalankan tugas 
profesinya. Sehingga untuk mengukur apakah seorang 
Advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan 
atau menjalankan tugas profesinya dengan itikad tidak 
baikg maka sarana mengujinya dapat kita temukan dalam 
UU no. 18 Tahun 2003 yang secara khusus mengatur 
tentang Advokat.  
6. Memohon perhatian lebih jauh dari Majelis Hakim Tinggi, 
bahwa nampak dengan jelas bahwa apa yang didakwakan 
kepada terdakwa serta apa yang di putuskan oleh Majelis 
Hakim Tingkat Pertama adalah menyatakan terdakwa 
melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 
KUHP. Padahal dari fakta persidangan apa yang dilakukan 
oleh terdakwa semata-semata adalah bertindak selaku 
119 
 
kuasa hukum dari Antonius Husein Lewa untuk 
mengajukan permohonan Penetapan pencatatan 
perkawinan secara Agama Katolik antara Antonius Husein 
Lewa dengan Elisabeth Aida Baji yang hal mana dari 
permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri 
Makassar yang dengan Penetapannya memerintahkan 
Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk 
menerbitkan kutipan akta perkawinan secara Agama Katolik 
Antonius Husein Lewa dengan Elisabeth Aida Baji. Dimana 
oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Makassar 
menerbitkan akta a quo adalah karena berdasarkan 
perintah dari Penetapan Pengadilan Negeri a quo. 
c. Peritmbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri  
Makassar 
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi 
memeriksa dan membaca berkas perkara, salinan resmi 
putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan 
banding, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, 
memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat 
Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Tinggi berpendapat 
bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama 
telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan 
dakwaan dan unsur-unsur dari tindak pidana yang 
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didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
di dalam persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi 
mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan 
pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini 
pada tingkat banding. 
Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang 
dijatuhkan pada terdakwa perlu diubah dengan dasar 
pertimbangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana 
dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat. 
Menimbang, bahwa mengenai alasan yang 
dikemukakan oleh terdakwa dalam memori yang ada pada 
intinya terdakwa tidak dapat dipidana, menurut Pengadilan 
Tinggi tidak dapat dibenarkan dan terbut telah 
dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan 
Tingkat Pertama. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No.1611/Pid.B/2014/PN.MKS tanggal 27 Januari 
2016 dapat dikuatkan dengan menghilangkan masa 
percobaaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan 
sebagaimana tersebut dibawah ini: 
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana 
maka biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan 
dibenarkan kepada terdakwa. 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa pernah 
ditahan dalam perkara ini, maka masa penahanan tersebut 
beralasan hukum untuk dikurangkan segenapnya dari 






d.  Amar Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Makassar 
MENGADILI 
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum 
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut 
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 
Januari 2016 No. 1611/Pid.B/2015/PN.MKS, yang 
dimohonkan Banding tersebut sekedar mengenai pidana 
yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa Ayu Anggraini Chaidir,S.H.,M.Kn. 
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana menyuruh 
menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik 
secara bersama-sama. Sebagaimana didakwakan pada 
dakwaan kesatu primer. 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
3. Menetapkan massa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang 
dijatuhkan 
4. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas: 
- 1 (satu) lembar asli surat nikah dari gereja hati yesus 
(katedral) Makassar No. 307/Reg.V, tanggal 18 April 
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1987 atas nama suami Antonius Husein Lewa dan istri 
Elisabeth Aida Baji 
- 1 (satu) lembar asli janji suami Antonius Husein Lewa 
- 1 (satu) lembar asli janji istri Elisabeth Aida Baji 
- 1 (satu) lembar asli sakramen Pernikahan dengan 
dilengkapi surat Madah Cinta dan surat penyerahan 
keluarga kepada gereja hati yesus. 
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan nikah no. 
474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan  Sipil Kota Makassar 
- 1 (satu) eksemplar penetapan Pengadilan Negeri 
Makassar No: 79/Pdt.P/2010/PN.MKS tanggal 24 Mei 
2010 
- 1 (satu) lembar asli kutipan akta perkawinan No. 
7371.PK.2010.000473, tanggal 31 Mei 2010 yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makasar. 
- 1 (satu) salinan putusan Mahkamah Agung No. 
1951K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 
- 1 (satu) salinan dilegalisir putusan PK No. 716 
PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 
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5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya 
perkara jumlah Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) 
e. Analisis Penulis 
Salah satu hak terdakwa pada persidangan perkara pidana 
di Pengadilan Negeri adalah hak untuk segera diberitahukan 
sesudah putusan pemidanaan diucapkan, yakni hak segera 
menerima atau segera menolak putusan; hak mempelajari 
putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, 
dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Untuk 
permintaan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi hanya 
dapat dilakukan oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan 
untuk itu atau penuntut umum.  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri hanya menerima 
permintaan banding dalam waktu tujuh hari sesudah putusan 
dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa 
yang tidak hadir. Apabila tenggang waktu tujuh hari telah lewat 
tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka 
terdakwa atau penuntut umum dianggap menerima putusan. 
Pada permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berselang 2 
(dua) hari setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No. 1611/Pid.B/2015/PN.MKS ditetapkan. Permohonan banding 
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yang diajukan Jaksa Penuntut Umum beralasan karena 
penjatuhan hukum bersyarat tersebut tidak memenuhi syarat 
sebagaimana pasal 14 huruf a ayat (4) KUHP dan vonis yang 
dilakukan terlalu ringan karena belum memenuhi rasa keadilan 
terhadap saksi korban dan anak-anaknya yang mengalami 
penderitaan baik secara materi maupun inmateri. Sedangkan 
dalam permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa 
beralasan karena Ayu Anggraini mengurus akta nikah karena 
tuntutan profesi sebagai kuasa hukum kliennya dan berdalih 
bahwa Advokat memiliki hak imunitas yang tidak dapat dituntut 
baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan 
profesinya sebagai pengacara.  
Menurut penulis, pengajuan memori banding yang dilakukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya tidak tepat karena 
berdasarkan yang dipaparkan penulis sebelumnya bahwa 
penjatuhan pidana tidak tepat karena tidak terpenuhinya salah 
satu unsur pada pasal di dakwakan yaitu Pasal 266 ayat (1) 
KUHP. Namun bukan berarti penulis setuju dengan kontra memori 
banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang 
beralasan advokat tidak dapat dipidana karena memiliki hak 
imunitas melekat pada profesinya. Ini bertentangan dengan asas 
persamaan di hadapan hukum (Equality before the law principle). 
Lagi pula hak imunitas pada Advokat dibatasi pada iktikad tidak 
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baik. Karena menurut fakta dalam persidangan, terdakwa terbukti 
aktif mengurus akta nikah tersebut dan sadar akibat hukum 
terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa. Dengan begitu hak 
imunitas pada terdakwa hilang dengan sendirinya karena dapat 
diklarifikasikan bahwa terdakwa memiliki itikad tidak baik sebagai 
Kuasa Hukum. 
Setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca berkas 
perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang 
dimohonkan Banding, memori banding dari Jaksa Penuntut 
Umum, memori banding dan kontra memori banding dari 
Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat 
bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah 
tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dakwaan dan  
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan 
fakta-fakta hukum yang terungkap di dam persidangan, oleh 
karena itu Pengadilan tinggi mengambil alih mempertimbangkan 
hukum bahwa pada Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan 
pidana bersyarat penjara 1 (satu) tahun sedangkan Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi menjatuhi Pidana 1 (satu) tahun dikurangi masa 
penahanan yang telah dijalani sebelumnya. 
Sampai penulisan ini, kasus ini masih berlanjut hingga upaya 







Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka 
penulis berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam Putusan No. 16111/Pid.B/2014/Pn.Mks, Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan Dakwaan kombinasi yaitu 
kesatu Primer Pasal 266 ayat (1)  Jo. Pasal 55 KUHP, 
Subsider Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 KUHP, dan lebih 
subsider Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 56 KUHP, atau kedua 
primer Pasal  242 ayat (1) Jo. Pasal 55, subsider Pasal 242 
ayat (2) Jo. Pasal 55 KUHP, dan lebih subsider Pasal 242 ayat 
(1) Jo. Pasal 56 KUHP, dimana unsur-unsur dalam dakwaan 
kesatu primer telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim dan 
tidak perlu membuktikan dakwaan subsider. Dimana, antara 
perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Namun 
menurut hemat Penulis, penerapan hukum materiil dalam 
kasus tersebut tidak sesuai karena pada unsur pasal yang 
didakwakan yaitu Pasal 266 ayat (1) yang menurut hemat 
penulis tidak tepat yaitu unsur jika pemakaian akta itu dapat 
menimbulkan kerugian, sedangkan pada faktanya 
penggunaan akta autentik itu tidak memberikan kerugian yang 
dakwakan yang dipilih oleh Majelis Hakim. 
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2. Dalam Putusan No.1611/Pid.B./2014/PN.Mks. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat penulis tidak sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku, karena salah satu unsur pada pasal yang 
didakwakan tidak sesuai pada fakta-fakta dalam persidangan. 
Jadi menurut penulis penjatuhan pidana pada terdakwa tidak 
tepat baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun 
Pengadilan Tinggi..  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Rumitnya persidangan pada kasus ini tidak terlepas dari 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan 
permohonan terdakwa untuk dikeluarkannya akta nikah milik 
kliennya dengan saksi korban di Kantor Catatan Sipil. Padahal 
Mahkamah Agung telah memberikan amar putusan cerai 
terhadap keduanya. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri lebih cermat terhadap posisi kasus yang ditanganinya, 
tidak hanya mendengarkan permohonan terdakwa selaku 
kuasa hukum untuk menerbitkan akta nikah tersebut, namun 
juga harus menimbang pada pihak yang berlawanan. 
129 
 
2. Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada pasal yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum harus cermat 
terhadap fakta-fakta yang ada dalam pengadilan. Agar tujuan 
akhir dari adanya proses hukum yakni penegakan rasa 
kebenaran dan keadilan dapat dipenuhi hal ini juga karena 
Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan 
nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, 
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